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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul-
Nya dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan
kepadamu sedangkan kamu mengetahui.” (Qs. Al-Anfal:27)*

' Departemen Agama Republik Indonesia, Alqur’an dan Terjemahan (Semarang: Toha Putra,
1989), 114.
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ABSTRAK

Ina Safarina, 2021: Pertanggungjawaban Pidana atas Kelalaian Penjaga Palang
Pintu Kereta Api yang Mengakibatkan Korban Meninggal Akibat Kecelakaan
Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kelalaian, Undang-undang Nomor 23 Tahun
2007 Tentang Perkeretaapian

Permasalahan yang sering terjadi dipintu perlintasan rel kereta yakni kelalaian
penjaga palang pintu sehingga mengakibatkan kecelakaan. Di dalam Pasal 80 Ayat 1
Undang-undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian termaktub bahwa
pengoperasian prasarana perkeretaapianwajib dilakukanoleh petugasyang telah memenuhi
syarat dan kualifikasikecakapan yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan. Yang
dimaksud petugas adalah pengatur perjalanan kereta api, tenaga perawatan
prasaranaperkeretaapian, dan penjaga perlintasan kereta api. Lalu, bagaimana
pertanggungjawaban pidana atas kelalaian penjaga palang pintu kereta yang
meengakibatkan korban meninggal akibat kecelakaan menurut Undang-undang Nomor 23
tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Fokus penelitian ini yaitu 1. Apa tugas pokok dan fungsi penjaga palang pintu

kereta api?2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas kelalaian penjaga palang pintu
kereta api akibat kecelakaan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2007 tentang
Perkeretaapian?
Tujuan penelitian ini yaitu 1. mendeskripsikan tugas pokok dan fungsi penjaga palang
pintu kereta api?2. mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana atas kelalaian penjaga
palang pintu kereta api akibat kecelakaan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2007
tentang Perkeretaapian?

Jenis penelitiannya adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan
pendekatan perundang-undangan. Sumber datanya yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun
2007 tentang Perkeretaapian, buku, jurnal, dan lieratur lainnya yang berhubungan dengan
penelitian ini. Teknis analisis datanya adalah kualitatif dengan keabsahan data
menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini yaitu 1. Tugas pokok dan fungsi penjaga lintasan kereta api
yaitu mengatur, mengendalikan, dan mengawasi perjalanan kereta api, menghentikan
pengoperasian sarana perkeretaapian apabila dapat membahayakan perjalanan kereta api,
melakukan penertiban terhadap pengguna jasa kereta api yang tidak memenuhi persyaratan
sebagai pengguna jasa kereta api di stasiun, mendahulukan perjalanan kereta api di
perpotongan sebidang dengan jalan, menerima pembayaran dari penggunaan prasarana
perkeretaapian, dan menerima ganti kerugian atas kerusakan prasaranaperkeretaapian yang
disebabkan oleh kesalahan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian atau pihak ketiga. 2.
Dalam pasal 81 Undang-undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian,
Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian wajib menempatkan tanda larangan di jalur kereta
api secara lengkap dan jelas. Jika hal itu dilanggar, maka sanksinya ada dalam Pasal 198
Undang-undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yaitu dipidana penjara
paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 jikamengakibatkan
kerugian bagi harta benda. Jika mengakibatkan luka berat bagi orang, dipidana penjara
paling lama 2 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00. Dan jika
mengakibatkan matinya orang, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Transportasi dapat mempermudah segala aktivitas manusia baik
tentang mobilisasi barang maupun manusia itu sendiri. Masalah tranportasi
dan juga lalu lintas sering terjadi pada kota besar di Indonesia dan dapat
mempengaruhi berfungsinya sistem transportasi itu sendiri. Problem tersebut
diantaranya adalah kemacetan lalu lintas yang menggangu kegiatan sosial di
masyarakat, pencemaran udara yang mengancam kesehatan, dan pemborosan
penggunaan sumber daya alam untuk tranportasi yang jika tidak segera dicaru
solusisinya akan mengancam kebutuhan manusia di masa depan.

Masalah ini timbul seringkali disebabkan oleh peningkatan yang pesat
jumlah kendaraan bermotor setiap tahun.’ Terkait hal itu, transportasi
berkelanjutan dapat menjadi sebuah solusi yang mutakhir dan dapat
memenuhi keperluan mobilitas manusia dan membentuk sistem transportasi
yang sehat untuk manusia, ekosistem, dan ekonomi. Salah satu konsep
transportasi  berkelanjutan adalah membangun moda transportasi ramah
lingkungan seperti kereta api.

Kereta api adalah salah satu moda transportasi massal di darat yang
mempunyai peran untuk memberikan pelayanan transportasi bagi pemangku

kepentingan dengan memberikan pelayanan dan keselamatan serta

2 Deasy Elfarischa Pramyastiwi, Imam Hardjanto, Abdullah Said, “Perkembangan Kualitas
Pelayanan Perkretaapian Sebagai Angkutan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Trnsportasi
Berkelanjutan (Studi Pada PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya)”, Administrasi
Publik, 3 (2013), 61-62.



pelaksanaannya secara lebih efisien.> Pada perkembangannya, kereta api
dapat melintasi perlintasan sebidang yang dijaga oleh penjaga gerbang atau
lebih sering dikenal dengan petugas penjaga palang pintu kereta. Terkait
masalah ini, Setiap pos palang pintu kereta api dijaga oleh petugas dengan
jumlah total empat orang per pos dan memiliki jadwal masing masing.

Meski sudah mendapat penjagaaan, pengendara lain wajib untk
waspada saat melintasi perlintasan kereta api, dikarenakan seoptimal apapun
penjagaan dari petugas penjaga mereka pun bisa saja lalai dalam menjalankan
tugas dan menyebabkan kecelakaan. Penyebab kecelakaan kereta api dapat
berasal dari faktor internal, faktor eksternal, infrastruktur yang rusak, fasilitas
lama yang tidak berfungsi dengan baik dan kesadaran masyarakat akan
bahaya masih rendah.

Pekerjaan sebagai penjaga palang pintu di perlintasan kereta tidak
sesederhana yang kita bayangkan karena pekerjaan tersebut termasuk amanah
yang berat, menuntut banyak tanggung jawab, dan penuh risiko. Karena jika
terdapat kesalahan kecil saja, maka banyak nyawa yang dipertaruhkan. Salah
satu contohnya adalah maraknya kecelakaan akibat kelalaian dari petugas
kereta api yang menyebabkan mobil ditabarak oleh kereta api sehingga
mengakibatkan kematian.

Masalah yang marak terjadi dipintu perlintasan rel kereta api karena
kelalaian penjaga pintu seperti kasus diatas sangat sering kita jumpai. Hal

tersebut seringkali karena kurang sigap dan waspadanya penjaga palang pintu

¥ Andi Hermawan, Prasarana Kereta Api (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 1.



kereta api dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kecelakaan
dan kerugian harta benda bahkan nyawa.”

Dalam bekerja, tidak setiap orang bisa menjalankan tanggung jawab
yang dibebankan secara optimal. Hal ini bisa disebabkan karena adanya
tekanan yang tidak sehat pada pekerja dimana dalam konteks ini adalah
penjaga palang pintu yang nantinya akan menimbulkan stress dan
mempengaruhi produktivitas pekerja itu sendiri dan dapat berakibat fatal
instansi yang terkait serta para pengguna jalan atau transportasi lainnya.

Sebagai pemegang amanah untuk menjaga palang pintu kereta api,
petugas dituntut untuk harus mempersiapkan diri kapan saja dan dalam cuaca
apa pun, siang atau malam, panas atau hujan. Tak jarang mereka juga harus
bersiap-siap untuk tidak kembali ke kampung saat Idul Fitri untuk menjaga
palang pintu kereta dan menghabiskan waktu lebaran mereka untuk pekerjaan
tersebut. Selain itu, mereka juga harus bertanggung jawab atas keselamatan
dan kondisi rel yang dilalui oleh kereta api di sekitarnya.

Kereta api memiliki reputasi yang lebih baik di mata penumpang
daripada transportasi darat lainnya, tetapi juga sering menyebabkan beberapa
kecelakaan. Menurut Ditjen Perkeretaapian, proporsi penyebab kecelakaan
kereta api adalah 41% untuk infrastruktur dan 33% untuk human error, dan
dari ketiga faktor tersebut, human error adalah penyebab paling nyata karena
sebenarnya dicegah. Kecelakaan kereta api yang disebabkan oleh human

error, seperti yang terjadi di Pas Luang Bangil, kecelakaan KA Mutiara Timur

* Thomas Yulianto, “Analisis Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kereta Api Serta Usaha Prefentif
Yang Dapat Dilakukan”, (Tesis, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010), .8.



yang menabrak dua truk dan satu gerbong barang, dan kecelakaan KA
Probowangi yang menabrak gerbong dan menimbulkan korban jiwa.
Kecelakaan itu disebabkan oleh penjaga gerbang yang gagal menutup
gerbang penyeberangan.®

Salah satu kasus kelalaian penjaga palang pintu rel kereta api yaitu
seorang dosen Fakultas Teknik Pertanian (FTP) Universitas Jember (Unej),
tewas tertabrak kereta api di Jember pada hari Selasa tanggal 2 juli 2019.
Menurut keterangan saksi, dosen tersebut dan istrinya mengendarai sepeda
motor melewati pintu gerbang di seberang kereta api JI| Mangga yang pada
saat itu perlintasan kereta api tidak ditutup dan ketika mereka melintas,
Kereta api Tawangalun datang dari Banyuwangi dengan jalur Malang-
Banyuwangi, kemudian sepedanya tertabrak, terseret dan mereka meninggal
karena kecelakaan tersebut.®

Dalam hal kelalaian ini, faktor terpenting adalah pelaku memiliki
kesadaran atau pengetahuan bahwa ia harus dapat membayangkan akibat dari
perbuatannya, dengan kata lain perbuatan pelaku menimbulkan akibat.

dihukum dan dilarang.

® Dhanny Indra Prasetya, Isa Ma’rufi, dan Reny Indrayani, “Determinan Stres Kerja pada Penjaga
Palang Pintu Rel Kereta Api Resmi Resort 9.6 Daerah Operasi IX di Kabupaten Jember,” Jurnal
Kesehatan 6, no. 2 (Agustus 2018): 76.

® “Dosen dari Universitas Jember Tewas Tertabrak Kereta Api, Palang Pintu Tak Tertutup,”
TribunJateng.com, diakses pada tanggal 05 November 2021,
https://jateng.tribunnews.com/2019/07/02/dosen-dari-universitas-di-jember-tewas-tertabrak-
kereta-api-palang-pintu-tak-tertutup.



https://jateng.tribunnews.com/2019/07/02/dosen-dari-universitas-di-jember-tewas-tertabrak-kereta-api-palang-pintu-tak-tertutup
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Gambar 1.1 Grafik Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Penyebab
Kecelakaam Pertahun 2015-2019’

Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa penyebab
kecelakaan itu adalah faktor sarana, prasarana, SDM operator, eksternal dan
alam. Salah satu factor penyebab kecelakaan yang fatal yaitu SDM operator
yang lalai. Dalam hal ini adalah penjaga palang pintu rel kereta api.

Berdasarkan uraian diatas, tentu kelalaian penjaga palang pintu kereta
ini berakibat sangat fatal karena bisa menyebabkan hilangnya nyawa orang
lain atau kematian. Peristiwa di palang pintu rel kereta api masih sering
terjadi dan banyak kasus itu terjadi disebabkan oleh kelalaian penjaga palang
pintu padahal sudah ada tupoksi dan aturan-aturan lainnya. Apa sebenarnya
yang menjadi faktor kelalaian dari penjaga palang pintu dan bagaimana
sanksinya berdasarkan Undang-undang. Oleh karena itu, penulis tertarik
untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban pidana atas kelalaian
penjaga palang pintu kereta yang mengakibatkan korban meninggal akibat

kecelakaan. Untuk itu penulis tuliskan dalam bentuk judul skripsi

7 Buku Statistik Bidang Perkeretaapian Tahun 2019 oleh Kementerian Perhubungan Direktorat
Jenderal Perkeretaapian.



Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Penjaga Palang Pintu
Kereta api Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Akibat Kecelakaan
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang
Perkeretaapian.
B. Fokus Kajian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah
fokus kajian. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang
masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah memang
belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuasakan.

1. Bagaimana tugas pokok dan fungsi penjaga palang pintu kereta api?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas kelalaian penjaga palang
pintu kereta api akibat kecelakaan menurut Undang-undang Nomor 23
tahun 2007 tentang Perkeretaapian?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian berfungsi untuk menggambarkan arah yang akan
ditempuh dalam melaksanakan penelitian. Tujuan tersebut harus sesuai
terhadap fokus masalah yang sudah dikaji sebelumnya.® Dalam penulisan ini
tujuan penulisan tersebut yaitu:
1. Untuk mendeskripsikan tugas pokok dan fungsi penjaga perlintasan

kereta api.

® Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah (Jember: 1AIN Jember Press, 2017), 51.



2. Untuk mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana atas kelalaian
penjaga palang pintu kereta api akibat kecelakaan menurut Undang-
undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian mengandung sebuah kegunaan yang bisa diberikan
dalam sebuah penelitian. Manfaat tersebut dapat berupa manfaat teoritis
maupun manfaat praktis.® Adapun manfaat penelitian yaiut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu
pengetahuan pengetahuan terhadap permasalahan yang diteliti, terutama
tentang bagaimana pertanggungjawaban bagi pelaku yang lalai dalam
menjaga palang pintu kereta api.

2. Manfaat praktis
a. Bagi peneliti

Penelitian ini dibuat untuk ilmu pengetahuan khususnya
program studi hukum pidana islam serta menambah wawasan ilmu
pengetahuan dan pemahaman bagi penulis tentang pertanggungjawab
pidana atas kelalaian penjaga palang pintu kereta yang menyebabkan
korban meninggal akibat kecelakaan.

b. Bagi UIN KHAS Jember
Dengan adanya sebuah penelitian ini diharapkan dapat

menambah wawasan pengetahuan dan referensi serta informasi bagi

® Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 51.



para akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya khususnya
bagi kepustakaan UIN KHAS jember, dan program studi Jurusan
Hukum Pidana Islam.
c. Bagi Aparat Penegak Hukum
Dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan
masukan bagi aparat penegak hukum dalam upaya
pertanggungjawab pidana atas kelalaian penjaga palang pintu
kereta yang menyebabkan korban meninggal akibat kecelakaan.
d. Bagi Masyarakat
Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan dan
menambah pengetahuan kepada masyarakat indonesia tentang
pertanggungjawab pidana atas kelalaian penjaga palang pintu kereta
yang menyebabkan korban meninggal akibat kecelakaan.
E. Definisi Istilah
Definisi istilah adalah penjelasan dari istilah-istilah penting yang
menjadi perhatian peneliti dalam judul penelitian.'® Tujuannya adalah untuk
menghindari kesalahpahaman tentang maksud peneliti dari istilah tersebut.
Istilah-istilah penting dalam penulisan ini diantaranya adalah:
1. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk penetapan tersangka atau
terdakwa atas delik pidana yang telah dilakukan.™
2. Kelalaian adalah suatu kesalahan, kurangnya sikap hati-hati, atau

kealpaan.'?

1% Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 52.
1 Hanafi, dkk, Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 16.



3. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan kapasitas gerak, juga
dalam kombinasi dengan sistem jalur lain, yang akan atau sedang
berjalan di atas kereta api sehubungan dengan lalu lintas kereta api.*®

F. Sistematika Pembahasan
Sebagai upaya agar penulis dapat melakukan pembahasan yang
optimal dalam penulisan ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan
yang terdiri dari lima bab, Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan

Pendahuluan merupakan tahap awal dalam penelitian yang membahas
mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan
BAB Il Kajian Kepustakaan

Pada bab ini mencakup kajian pustaka yang terdiri dari penelitian
terdahulu dan kajian teori. Adapun penelitian terdahulu yang penulis
bandingkan digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan
dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan kajian teori berisi tentang teori-
teori yang digunakan dalam permasalahan penelitian yang penulis bahas

BAB |11 Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang membahas mengenai

substansi dari metode penelitian mulai dari jenis dan pendekatan penelitian,

12 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada tanggal 24 Desember 2020.
13 GunawanWidjaja, Perkeretaapian Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 27.
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sumber bahan hukum, dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis
data.
BAB IV Pembahasan

Bab ini berisi tentang pemaparan data, analisi temuan dan hasil
penelitian yang membahas tentang rumusan masalah yaitu bagaiamana tugas
pokok dan fungsi penjaga palang pintu kereta api dan pertanggungjawaban
pidana atas kelalaian penjaga palang pintu kereta api menurut UU No. 23
Tahun 2007 tentang perkeretaapian.
BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang penulis
lakukan, dan berisi mengenai saran dari penulis agar menjadi masukan dari

permasalahan yang ada.



BAB I

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah usaha peneliti untuk membuat perbandingan
dan mendapatkan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu,
penelitian terdahulu membantu memposisikan penelitian dan menunjukkan
orisinalitas penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan
berbagai penelitian sebelumnya yang terkait dan kemudian menyiapkan
ringkasan dari penelitian tersebut. Untuk penelitian terdahulu penulis
menggunakan tiga jenis penelitian terdahulu yang sejenis, dalam penelitian ini
terdapat persamaan masalah penelitian diantaranya:

1. Skripsi berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Penjaga Lintasan Kereta Api
dan PT. KAI dalam Kecelakaan Kereta Api” oleh Imam Candra
Yustisianto, Uiversitas Negeri Semarang tahun 2017. Pokok permasalahan
yang dibahas adalah Bagaimana Tanggung Jawab Pidana Penjaga Lintasan
Kereta Api Dalam Peristiwa Kecelakaan Kereta Api di Pengadilan Negeri
Slawi, Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana PT. KAI sebagai
perusahaan dalam kecelakaan kereta api di hadapan Pengadilan Negeri
Slawi, dan Bagaimana hambatan penegakan hukum perkeretaapian di
hadapan Pengadilan Negeri Slawi. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif. Kesimpulan dari skripsinya adalah bahwa ketika seorang

pembuat atau pelaku melakukan suatu tindak pidana untuk menetapkan

11
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pertanggungjawaban, maka delik tersebut harus bersifat “melawan hukum”,
yang merupakan ciri utama suatu tindak pidana tentang ilegalitas atau sifat
melawan hokum jika berkaitan dengan keadaan psikologis (jiwa) pelaku
terhadap suatu tindak pidana yang dapat berupa ‘“kesengajaan” atau
“kelalaian”. "

2. Skripsi berjudul “ Tindak Pidana Kelalaian Penjaga Palang Pintu Kereta
Api Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” oleh Sesy Septiana
Seembiring, Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2009. Pokok
permasalahan yang dibahas adalah bagaimana penyebab kecelakaan kereta
api, bagaimana tanggung jawab tindak pidana dan cara penanganannya
untuk mengatasi kelalaian petugas penjaga palang keretaapi. Penelitiannya
menggunakan penelitian hukum normatif. Pada tahap pertama, penelitian
hukum normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum sekunder, yaitu
inventarisasi peraturan perkeretaapian. Hasil penelitian ini memberikan
gambaran tentang kelalaian operator palang pintu pada perkeretaapian yang
menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kesimpulan dari skripsi ini
adalah masalah palang perlintasan kereta api telah diatur dalam UU
Perkeretaapian Nomor 23 Pasal 125 Tahun 2007, bahwa dalam hal ini telah
terjadi kecelakaan kereta api. UU Nomor 23 Pasal 179 Tahun 2007
menyatakan larangan bahwa Setiap orang dilarang secara langsung atau
tidak langsung melakukan pekerjaan yang dapat mengakibatkan longsor

atau pergesseran di jalur rel kereta api tersebut. Kesamaan penelitian ini

¥ Imam Candra Yustisianto, “Pertanggungjawaban Pidana Penjaga Lintasan Kereta Api dan PT.
KAI dalam Kecelakaan Kereta Api”, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2017).
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dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitian yang sama-sama
menggunakan penelitian kepustakaan dan yang membedakan adalah
analisis yang digunakan dalam penelitian ini.*

3. Skripsi berjudul “Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi Pidana Atas
Kecelakaan Yang Menyebabkan Matinya Orang di Perlintasan Sebidang
Rel Kereta Api Yang Tidak Memiliki Palang” oleh Aang Prayoga,
Universitas  Muhammadiyah  Palembang tahun  2016. Pokok
permasalahannya adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana apabila
terjadi kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya orang pada saat
melintasi perlintasan perkeretaapian tanpa tanpa adanya palang, apakah
sanksi untuk tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang pada
saat melintasi perlintasan perkeretaapian tanpa palang. Penelitiannya
menggunakan metode penelitian deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini
adalah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
perkeretaapian, disebutkan dalam Pasal 124 yang berbunyi: “Pada
perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengguna jalan
wajib mengutamakan perjalanan kereta api. Kesamaan karya ini dengan
penelitain penulis terletak pada metode penelitian yaitu metode penelitian
kepustakaan. Sedangkan perbedaannya adalah pada analisis yang

digunakan dalam penelitian ini.*°

1> Sesy Septiana Seembiring, “Tindak Pidana Kelalaian Penjaga Palang Pintu Kereta Api Yang
Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2009).

1 Aang Prayoga, “Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi Pidana Atas Kecelakaan Yang
Menyebabkan Matinya Orang di Perlintasan Sebidang Rel Kereta Api Yang Tidak Memiliki
Palang”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016).
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Tabel 2.1
Perbedaan PenelitianTerdahulu dengan Penelitian Peneliti
No. Judul Persamaan Perbedaan
1. | Pertanggungjawaban | Sama-sama membahas | Penelitiannya merupakan
Pidana Penjaga studi kepustakaan studi lapangan tentang
Lintasan Kereta Api | tentang Tanggung Jawab Pidana
dan PT. KAl dalam | pertanggungjawaban | Penjaga Lintasan Kereta
Kecelakaan Kereta | pidana penjaga Api Dalam Peristiwa
Api. lintasan kereta api Kecelakaan Kereta Api di
Pengadilan Negeri Slawi,
sedangkan penelitian ini
merupakan studi pustaka
tentang
pertanggungjawaban
pidana dalam kecelakaan
di rel kereta api yang
memiliki palang akibat
kelalaian penjaga palang
2. | Tindak Pidana Persamaannya terletak | Penelitiannya fokus pada
Kelalaian Penjaga pada metode penyebab kecelakaan
Palang Pintu Kereta | penelitiannya sama kereta api, tanggung jawab
Api yang sama menggunakan pidananya dan cara
Mengakibatkan kajian kepustakaan penanganannya untuk
Kecelakaan Lalu mengatasi kelalaian
Lintas. petugas penjaga palang
kereta api, sedangkan
penelitian ini hanya fokus
pada pertanggungjawaban
pidana atas kecelakaan di
rel kereta api yang
memiliki palang akibat
kelalaian penjaga palang
3. | Pertanggungjawaban | Persamaan skripsi ini | Perbedaannya,
Pidana dan Sanksi dengan penelitian penelitiannya fokus pada
Pidana Atas penulis yaitu dari segi | kecelakaan di rel kereta
Kecelakaan yang topik permasalahan api yang tidak memiliki
Menyebabkan yang diambil, yaitu palang, sedangkan

Matinya Orang di
Perlintasan Sebidang
Rel Kereta Api yang
Tidak Memiliki
Palang.

sama-sama membahas
tentang
pertanggungjawan
pidana dan sanksi
pidana.

penelitian ini fokus pada
kecelakaan di rel kereta
api yang memiliki palang
akibat kelalaian penjaga
palang
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B. Kajian Teori
1. Kereta Api

Kereta Kereta api adalah bentuk sarana tranportasi yang
menggunakan rel dan terdiri dari beberapa rangkai kendaraan yang ditarik
sepanjang jalur kereta api untuk mengangkut angkutan baik barang atau
penumpang. Penggerak utama disediakan oleh lokomotif individu atau
lokomotif terpisah dalam beberapa unit. Meskipun penggerak mesin uap
historis mendominasi, bentuk modern yang paling umum adalah mesin
diesel dan lokomotif, yang ditenagai oleh saluran kabel overhead atau rel
bantu tambahan. Sumber energi lain termasuk kuda, tali atau kabel,
gravitasi, turbin gas, dan pneumatik, serta baterai. Rel kereta api seringkali
terdiri dari dua sampai empat rel, dengan jumlah monorel dalam
campuran.

Terdapat beberapa jenis kereta yang dirancang untuk tujuan
tertentu. Kereta api dapat terdiri dari kombinasi satu atau lebih lokomotif
dan gerbong yang terpasang, atau beberapa unit yang bergerak sendiri
(atau terkadang bermesin tunggal atau berartikulasi). Kereta api pertama
yang ditarik dengan tali atau gravitasi bertenaga ysng ditarik tali. Pada
awal abad ke-19 hampir seluruh kereta ditenagai oleh lokomotif uap. Sejak
tahun 1910-an dan seterusnya, lokomotif uap semakin ditinggalkan dengan

alasan kurang bersih terhadap kondisi lingkungan.*’

7 Herdis Herdiansyah, “Peran Kereta Api (KAI) sebagai Infastruktur Wilayah Perkotaan”, Jurnal
Humaniora, vol. 19 No. 1, maret (2019), 37.
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Perkeretaapian adalah suatu sistem keseragaman yang terdiri atas
kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, Kriteria
persyaratan tertentu, dan tata cara penyelenggaraan kendaraan kereta api.
Kereta api adalah suatu sistem lintasan dengan kapasitas gerak, baik
sendiri maupun bersama-sama dengan sistem lintasan lain yang akan atau
sedang bergerak di atas lintasan (rel) perjalanan kereta api.

2. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana harus memprioritaskan dengan jelas
terlebih dahulu siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini
menunjukkan bahwa harus diperhatikan dahulu dengan saksasama siapa
yang dinyatakan sebagai pembuat atau pelaku untuk tindakan pidana.®®
Pertanggungjawaban pidana hanya ada dapat terjadi jika sebelumnya
seseorang telah melakukan tindak pidana. Meskipun orang telah
melakukan perbuatan dan memenuhi unsur pidana belum berarti bahwa
orang itu telah mlakukan perbuatan pidana. Karena masih dibutuhkan
unsur kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban untuk dapatnya
orang dipidana: a). adanya kemampuan untuk bertanggungjawab. b).
adanya sikap batin perbuatannya yang lalai. c). adanya keinsyafan atas
perbuatannya. d). tidak ada alasan pemaaf.

Adapun unsur-unsur pidana itu sendiri yang harus diulas kembali
adalah: (a) perilaku melawan hukum. (b). dibuat karena kesalahan. (c).

dan layak dihukum. Menurut Roeslan Saleh yang sependapat dengan

8 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 88.
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Moelijatno bahwa pertanggungjawaban merupakan suatu kesalahan,
dengan unsur kesalahan diantaranya yaitu: (a). dapat bertanggung jawab.
(b). memiliki tujuan dengan sengaja. (c). tidak ada alasan maaf
didalamnya. Jika unsur-unsur tersebut hilang, yang bersangkutan dapat
dituntut dengan hukum. Selain itu, harus diingat bahwa adanya kesalahan
dalam arti yang seluas-luasnya pertanggungjawaban pidana yang
bersangkutan harus terlebih dahulu ditentukan bahwa perbuatannya
melanggar hukum.

Kemampuan untuk bertanggung jawab merupakan salah satu
prasyarat untuk bertanggung jawab atas suatu kejahatan. Seseorang dapat
disebut mampu untuk mengambil tanggung jawab ketika jiwanya sehat,
yaitu memenuhi dua syarat, yaitu: (a). dia mungkin mengetahui atau
menyadari bahwa perilakunya bertentangan dengan hukum. (b). dia dapat
melakukan kehendaknya sendiri sesuai dengan kesadaran dirinya
sendiri.*?

Seorang petugas penjaga palang pintu rel kereta api dapat
dihukum apabila ia lalai untuk menjaga keselamatan penumpang kereta
api dikarenakan tidak disiplin terhadap tugasnya sehingga dapat
membahayakan keselamatan penumpang kereta api dan pengguna jalan
lainnya.

Tanggung jawab pidana terhadap petugas penjaga palang pintu

kereta api dapat dikenakan jika tindakan dan kesalahannya terbukti.

9 amintang, Dasar-Dasar Hokum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1997), 182.
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Dalam hal terjadimya kecelakaan kereta api yang disebabkan oleh
kelalaian petugas penjaga palang pintu kereta api, PT KAI tidak dapat
dituntut. Karena dimana setiap kali kereta hendak datang PPK (Pimpinan
Perjalanan Kereta) selalu memberi informasi kepada petugas penjaga
palang pintu kereta api, baik melalui telepon atau genta, sehingga tidak
boleh ada kata-kata lalai kepada petugas penjaga palang pintu kereta.
Namun, jika media penyampai informasi tersebut rusak atau tidak
berfungsi dengan baik maka petugas penjaga palang pintu kereta harus
segera laporkan keadaan ke stasiun/PPKA agar PPKA dapat segera
mengirimkan laporan tindak lanjut ke kantor SSK/SDK, perhatikan
jadwal kereta api di pos jaga, peringatkan untuk menutup pintu
perlintasan kereta api, dan pantau kedatangan kereta api yang melewati
simpang tersebut.”

Setiap orang membutuhkan fasilitas atau alat yang dapat
mendukung semua aktivitas mereka yang serba cepat dan sangat dinamis.
Fasilitas ini sering kita sebut sebagai transportasi. Karena telah dijelaskan
bahwa sarana transportasi diperuntukkan bagi orang atau orang dengan
mobilitas tinggi, maka perkembangan teknologi sarana transportasi harus
mengikuti kepentingan masyarakat tersebut. Saat ini sudah banyak moda
transportasi yang dapat digunakan masyarakat untuk membantu

aktivitasnya.

| amintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1997), 58.
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Pada dasarnya hampis seluruh negara di dunia telah mengatur
mengenai problem lalu lintas dan transportasi, termasuk juga negara
Indonesia. Di mana kereta apai sebagai proyek nasional dan sistem
transportasi nasional telah diatur dalam Undang-Undanga Nomor 23
tahun mengenai perkeretaapian

Di dalamnya terdapat pasal 2 yang menjelaskan bahwa kereta api
sebagai kendaraan publik merupakan bagian yang sudah menyatu dengan
sistem transportasi nasional yang dilaksanakan berdasarkan beberapa
asas yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keutamaan public,
keterpaduan, kemandirian, transparansi, akuntabilitas, dan asas
keberlanjutan®*

Kereta api adalah moda kendaraan publik yang dimiliki dan
menjadi wewenang negara melalui BUMN sehingga negara dapay
melaksanakan pembinaan melalui kekuasaannya yang di antaranya
adalah perencanaan, pengaturan, pembangunan, permberdayaan, dan
pengawasan. Lebih lanjut, dalam sistem kereta api ada bagian yang
menjalankan fungsi untuk menjaga lalu lintasnya yang disebut sebagai
palang pintu kereta api. Untuk fungsi ini, tidak semua pihak bisa
menjalankan peran tersebut yang bisa dilakukan oleh mereka yang
dipanggil penjaga lintasan. Penjaga lintasan sendiri dapat dimengerti

sebagai mereka yang sudah terlatih dan mempunya keahlian khusus

?! pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkerataapian.
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untuk melindungi dan mengoperasikan pintu kereta api mesti yang mana
diresmikan oleh kepemilikian bukti sertifikat dari pemerintah.??

Lebih lanjut mengenai tanggung jawab pidana hanya mungkin
timbul bila ada pihak yang telah melakukan perbuatan yang dianggap
sebagai tindak pidana. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa menanggap
suatu perbuatan sebagai tindak pidana bukanlah perkara sederhana, sebab
jika suatu tindakan telah disepakati telah memenuhi unsur pidana tidak
begitu saja dianggap demikian. Hal ini dikarenakan masih ada unsur lain,
yakni unsur kesalahan yang mesti dipenuhi pula oleh suatu tindakan dari
pelaku. Dalam hal ini, unsur kesalahan harus memenuhi empat syarat:
unsur tanggung jawab pelaku. Unsur sikap terhadap tindakan seseorang,
terdiri dari niat dan rasa bersalah. Unsur kesadaran atas perilaku pelaku.
Dan unsur yang tidak harus dimaafkan. Saat ini juga terdapat empat
faktor pidana yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam suatu tindak
pidana, diantaranya adalah adanya tindak pidana tersebut. Tindakan
tersebut dikatakan melanggar aturan. Unsur perbuatannya adalah tindak
pidana. Dan tindakan tersebut memang layak dipidana.

Menurut Moeliyatno, pertanggungjawaban dapat dipahami
sebagai suatu kesalahan dan mencakup unsur-unsur yang memungkinkan
pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Tindakan
ini disengaja dan melibatkan kelalaian. Tidak ada alasan. Berdasarkan hal

tersebut, apabila seorang terpidana tidak memiliki faktor-faktor tersebut

?2 Mahmud, “Pelanggaran Hukum Kelalaian Petugas Penjaga Palang Pintu Perlintasan Kereta Api
(Studi Kasus di Daop 8 Surabaya),” Jurnal limiah Illmu Hukum 26, no. 9, Agustus 2020, 1160.



21

di atas, maka pelaku tersebut dapat dianggap  dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana.”®

Daripada itu harus diingat bahwa adanya kesalahan dalam arti
seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana) orang yang bersangkutan
harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan
hukum. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak ada
perlunya untuk menetapkan kesalahan artinya tidak dengan sendirinya
dapat dicela atas perbuatan itu. Berdasar ulasan diatas, kemampuan
bertanggungjawab adalah salah satu syarat untuk pertanggungjawaban
pidana.

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab jika, jiwanya
sehat, yaitu apabila memenuhi dua syarat yakni mampu untuk
mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan
hukum, dan dapat menentukan kehendaknya sendiri sesuai dengan
kesadaran tersebut. Disebutkan dalam buku | Bab Ill Pasal 44 KUHP
yang berbunyi: “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam
tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana.”24
Maka jika Pasal 44 ditelaah, dapat terlihat dua hal yaitu pertama

mengenai penentuan keadaan jiwa si pembuat.?

3 Mahmud, “Pelanggaran Hukum Kelalaian Petugas Penjaga Palang Pintu Perlintasan Kereta Api
(Studi Kasus di Daop 8 Surabaya),” Jurnal IImiah limu Hukum 26, no. 9, Agustus 2020, 1160.

% pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

% Mahmud, “Pelanggaran Hukum Kelalaian Petugas Penjaga Palang Pintu Perlintasan Kereta Api
(Studi Kasus di Daop 8 Surabaya),” Jurnal limiah Ilmu Hukum 26, no. 9, Agustus 2020, 1160.
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Persaksian keadaan pribadi si pembuat yang berupa keadaan akal
atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu penyakit, yang
dilakukan oleh seorang dokter penyakit jiwa (psikiater). Psikiater itu
menyelidiki bagaimana keadaan jiwa si pembuat pada saat perbuatan
dilakukan. Yang kedua yakni adanya penentuan hubungan kasual antara
keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya. Sementara itu pihak yang
bertanggung jawab untuk memutuskan bahwa terdapat relasi sebab akibat
antara kondisi psikis pelaku yang begitu tersebut dengan tindakan pelaku
adalah hakim di pengadilan. Dalam hal ini, hanya hakim yang berhak
untuk memutuskan apakah pelaku bisa dimintai pertanggungjawabn atas
tindakannya tersebut.

Selanjutnya, tanggung jawab pidana kepada penjaga lintasan
kereta api bisa ditetapkan kalau memiliki setidaknya 2 bukti yang
menguatkan di antaranya adalah tindakan dan kesalahan dari penjaga
lintasan itu sendiri.”® Dalam hal ini tindakan dari penjaga lintas kerata api
dapat dimintai tanggung jawab pidana apabila memenuhi beberapa hal
yang di antaranya jika tindakan dari pihak penjaga palang pintu lintasan
kereta api ditetapkan telah melanggar aturan mengenai prosedur
penugasan dari PT. KAI. Prosedur yang pertama adalah penjaga lintasan
sangat tidak diperbolehkan untuk membuka atau menaikkan palang pintu
kereta api telah melalui palang pintu atas perintah atau permintaan dari

pihak manapun, kecuali penjaga terpaksa membuka karena ada atasan

?® Mahmud, “Pelanggaran Hukum Kelalaian Petugas Penjaga Palang Pintu Perlintasan Kereta Api
(Studi Kasus di Daop 8 Surabaya),” Jurnal limiah Ilmu Hukum 26, no. 9, Agustus 2020, 1160.
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langsung yang bersedia untuk bertanggung jawab. Prosedur yang kedua
adalah penjaga lintasan tidak diperbolahkan untuk meninggalkan tempat
atau kantornya atau menitipkan tempat menjaga lintasa kereta api kepada
pihak manapun jika tidak memiliki ijin dari atasan langsung. Prosedur
yang ketiga adalah jika pada saat terjadi kemacetan dalam lalu lintas
kereta api, penjaga lintasan berupaya untuk menghentikan kereta api
melalui pemasangan semboyan 3 dengan jarak 500 m dari perlintasan.
Hal ini dikarenakan apabila tetap dilakukan maka terjadi kerugian yang
diterima oleh pengguna lain lalu lintas yang dapat berupa timbulnya
korban jiwa dan luka-luka.

Jika terjadi pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
pada Pasal 359 mengenai penyebab timbulnya korban jiwa dan luka yang
diakibarkan oleh kealpaan yang disengaja maupun tidak yang
menyatakan bahwa siapa pun yang karena kesalahan dan kealpaan
membuat orang lain meninggal akan dihukum 1-5 tahun penjara.?’ Yang
mana perlu ditekankan bahwa hukum pidana menyebut Kkelalaian,
kesalahan, ketidakhati-hatian, dan kealpaan sebagai culpa.

Jika terjadi pelanggaran terhadap pelanggaran aturan dalam
KUHP pada pasala 360 yang disebabkan oleh adanya kelalaian yang
membuat pihak lain menderita luka berat yang dinyatakan dalam ayat 1
berbunyi bahwa seseorang yang menyebabkan kerugian serius pada

orang lain karena kelalaian pelaku dapat dihukum penjara 1-5 tahun.

2" pasal 359 KUHP.
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Sementara itu jika tindakan yang merugikan tersebut disebabkan
oleh kesalahan dapat dikuatkan dengan setidaknya dua bukti, yakni yang
pertama penjaga lintasan secara psikis ditetapkan sehat dan memahami
semua tindakan yang ia lakukan dan yang kedua bahwa kesalahan
penjaga lintasan tersebut disengaja atau tidak disengaja. Sehingga jika
dua hal itu dapat terbukti maka penjaga lintasan dapat dimintai tanggung
jawab pidana. Namun seperti yang telah disebutkan di atas bahwa
tanggung jawab pidana tidak dapat diminta jika penjaga lintasan
diperintahkan oleh atasan sehingga tanggung jawab dialihkan pada atasan
tersebut.?

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

Aturan mengenai perkerataapiaan dalam UU No. 3 tahun 2007
tersebut merupakan versi pembaruan dari UU No. 13 tahun 1992 yang
mengatur hal yang sama. Sehingga aturan yang lebih baru meniadakan
aturan sebelumnya hal ini dikarenakan aturan sebelumnya telah tidak
sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu dan teknologi, perkembangan
hukum serta kebutuhan warga negara.

Kereta api sendiri dapat dimengerti sebagai sarana transportasi
dengan tenaga gerak yang berjalan sendiri atau disambungkan dengan
kendaran yang serupa yang mana akan atau sedang bergerak di lintasan
rel yang berujutan untuk perjalanan publik.?* Sedangkan untuk

perkeretaapian dapat dipahami sebagai sistem yang memiliki bagian di

%8 Mahmud, “Pelanggaran Hukum Kelalaian Petugas Penjaga Palang Pintu Perlintasan Kereta Api
(Studi Kasus di Daop 8 Surabaya),” Jurnal limiah llmu Hukum 26, no. 9, Agustus 2020, 1160.
9 pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.
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antaranya prasarana, sarana, sumber daya dan norma serta syarat dan

prosedur untuk melangsungkan lalu lintas kendaraan kereta api.*°

UU No, 23 tahun 2007 yang mengatur mengenai perkeretaapian
sendiri diresmikan oleh Presiden keenam NKRI yakni Presiden Susilo
Bambang Yudoyono pada di Jakarta pada 25 April tahun 2007. Peraturan
tersebut kemudian diletakkan pada tambahan lembaran negara Republik
Indonesia dengan nomor 4722.

Dalam hal ini terdapat beberapa pertimbangan perihal UU No. 23
tahun 2007 yang mengatur mengenai sistem kereta api di antaranya ialah:
a. Transportasi membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi

nasional, kemajuan daerah, mengintegrasikan daerah-daerah dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan
cita-cita nusantara, dan memperkuat pertahanan untuk mencapai
tujuan nasional yang terkandung dalam Pancasila.

b. Kereta api sendiri dapat dikatakan sebagai alat transportasi yang
dapat diangkut dalam skala besar dan memiliki keunggulan karena
tidak dapat dipisahkan dari kendaraan lain. Oleh karena itu, kereta
api perlu ditingkatkan potensi dan fungsinya sebagai penghubung
antar wilayah Indonesia.

c. Peraturan-peraturan yang telah dipenuhi oleh kereta api selama ini
tidak lagi memenuhi persyaratan hukum pembangunan penduduk

Indonesia.*!

%0 pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.
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Peraturan yang terbaru perihal sistem kereta api nasional yakni
UU No. 23 tahun 2007 didasarkan pada konstitusi Rl terutama pada
pasal 5 ayat (1) dan pasal 20. Lebih lanjut, realitas yang menunjukkan
peningkatan teknologi kereta api yang mutakhir dan adanya perubahan
dalam lingkungan yang makin bersaing serta tidak bisa dipisahkan dari
sistem perekonomian nasional. Yang mana semenjak UU No. 13 tahun
199 diberlakukan, boleh dibilang keadaan sistem kereta api nasional
dimonopoli oleh negara sehingga menghadapi berbagai tantangan dan
problem.
Isi undang-undang tentang perkeretaapiaan adalah sebagai

berikut:*2
a. perkeretaapian dapat dipahami sebagai sistem yang memiliki bagian

di antaranya prasarana, sarana, sumber daya dan norma serta syarat

dan prosedur untuk melangsungkan lalu lintas kendaraan kereta api.
b. kereta api dapat dimengerti sebagai sarana transportasi dengan

tenaga gerak yang berjalan sendiri atau disambungkan dengan

kendaran yang serupa yang mana akan atau sedang bergerak di

lintasan rel yang berujutan untuk perjalanan publik.
c. prasarana perkeretaapiaan adalah jalur kendaraan kereta api serta

berbagai fasilitas yang tersedia untuk kelancaran kereta api agar

tetap beroperasi.

%! Undang-undang nomor 23 tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.
%2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.
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d. jalur kereta api adlaah jalur yang bagiannya dirangkai oleh petak
jalan rel. Dimana jalan tersebut berfungsi sebagai ruang maanfaat,
runag milik dan runag pengawasan jalur kereta api, baik itu bagian
atas dan bagian bawah hanya digunakan untuk transportasi
tersebut.*

4. Kriteria Penjaga Palang Pintu Kereta Api

Penjaga palang pintu kereta api yaitu untuk memperingatkan
pengguna jalan/menjaga palang pintu perlintasan kereta api dan saling
koordinasi antara pusat KA supaya tidak ada peristiwa hal-hal yang tidak
dikehendaki. Penjaga palang pintu kereta api adalah orang yang paling
mulia dan berjasa, karena ia berjuang melindungi masyarakat agar
menyebrang rel kereta api tidak terjadi kecelakaan, terutama rel kereta api
yang tidak memiliki palang pintu.®*

Kriteria penjaga palang pintu kereta api sebagai berikut:
a. Pria
b. Sehat jasmani dan rohani
c. Lulus pendidikan minimal menengah pertama atau sederajat
d. pergawai yang telah ditetapkan oleh pelaksana fasilitas perkeretaapian

ataupun pemerintah daerah.

e. Lulus pendidikan daan pelatihan penjaga perlintasan kereta api
f. Mengikuti pengenalan wilayah dan peralatan kerja serta tanda dan

marka terlebih dahulu sesuai kebutuhan selama minimal 1 (satu) bulan.

%Mardani, Penelitian Hukum Pidana (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2011), 104.
% https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kereta_api, Kereta Api, diakses pada tanggal 20 januari 2020
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28

Tiap petugas yang menjaga lintasan rel bertanggung jawab atas
keselaman lalu lintas kereta api di kawasan kerjanya.

petugas yang menjaga lintasan rel yang disebut dalam ayat (1) mesti
mempunyai kemampuan dan cakap dalam penjagaan lintasan lalu
lintas rel.

petugas yang menjaga lintasan rel yang disebut dalam ayat (2) mesti
setidaknya mencapai standar kompetensi.

memiliki pengetahuan dan pemahaman akan aturan yang berkaitan
dengan pengoperasian perekeretaapian khususnya penanda dan marka.
memiliki kemampuan untuk menjalankan alat kerja dan lintasan rel
perkeretapiaan.

memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan atas jadwal
perjalanan transporasi kereta api di kawasannya.

. memiliki kemampuan dan kecakapan dalam menjalankan alat
komunikasi kereta api.

memiliki kemampuan dan kecakapan untuk menetapkan keputusan
darurat mengenai alat lintasan kereta api yang mendadak tidak dapat
difungsikan sebagaimana mestinya.

memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan kawasan kerja
atas perjalanan transportasi tersebut.

memiliki sikap, pemahaman, dan keterampilan untuk melindungsi

lintasan perkeretaapian.



29

g. petugas yang menjaga lintasan rel yang disebut dalam pasal 2 mesti
mempunyai sertifikai keterampilan dalam penjegaan sistem lintasan rel
perkeretapian yang telah diresmikan oleh pemerintah atau badan
hukum yang terakreditasi oleh kementerian.

r. sertifikat keahlian dan keterampilan petugas lintasan rel yang disebut
pada ayat (1) didapatkan usai lulus pendidikan dan pelatihan serta lulus
ujian keterempilan yang dilakukan oleh Dirjen Kementerian.*®

Pintu perlintasan kereta api berfungsi melancarkan lalu lintas
perkeretaapian dan menjaga keselamatan para pengguna jalan lain
yang hendak melewati lalu lintas rel. Masing-masing penjaga di pos
telah mendapat perlengkapan alat sistem lintasan rel perkeretapiaan.
Meskipun ditopang oleh peralatan, tanggung jawab petugas tidak
berkurang sebab peralatan dari PT. KAI tersebut sebenarnya masih
perlu dioperasikan secara manual.

5. Fungsi Pintu Perlintasan Kereta Api
Palang pintung lintasan kereta api adalah fasilitas transportasi yang
berguna sebagai simbol untuk memperingatkan bahwa kereta api akan
melewati lintasan sehingga para pengguna jalan lain wajib berhenti. Sebab
walau bagaimanapun palang pintu tersebut bermanfaan dalam
perlindungan dan memperingatkan pengguna jalan yang lain.*
Pintu lintasan rel berguna dalam pengamanan lalu lintas kereta api

supaya tidak diganggu oleh pengendaran yang lain. Sebagaimana termuat

% http://Kai.id/corporate/kai/, di akses pada tanggal 20 januari 2020.
% http://properti.kompas.com/read/2019/09/09//, Perlintasan sebidang diakses pada tanggal 20
november 2019.
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dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1009 mengenai lalu liantas
dan angkutan kerea pada pasal 110 ayat (4) yang menyatakan bahwa
kereta api yang melintas harus diutamakan sebab apabilan timbul
kecelakaan lalu linta maka dampak dan kerugian yang muncul akan lebih
masih. Oleh kerena itu pengendara lain wajib untuk mengutamakan kereta
api yang melintas sehingga lalu lintas tetap berjalan aman sebagaimana
mestinya.

Pada dasarnya pintu lintasan rel memiliki fungsi yang sama dengan
petunjuk jalan yang lain seperti marka jalan, bunyi sinyal dan lainnya yang
berguna sebagai alat yang membantu keamanan dan keselaman para
pengendara. Namun demikian, yang perlu ditenkankan adalah ketiadaan
pintu lintasan rel berarti pengendaran boleh seenaknya. Akan tetapi
mereka mesti atau wajib berhenti dan menolah ke kiri dan ke kanan untuk
memastikan tidak ada kereta yang akan lewat meskipun tidak ada palang
pintu dan sinyal untuk memperingatkan ada kereta yang hendak lewat.

Oleh karena itu, guna mencegah adanya kecelakaan, setiap
pengendara dan pengguna jalan yang lain wajib untuk menaati peraturan
lalu lintas di lintasan rel yang mana telah ditetapkan oleh peraturan dirjen
perhubungan data kementerian mengenai pedoman teknis pengendalian
lalu lintas di ruas jalan pada lokasi potensi kecelakaan di lintasan kereta
api. Pengguna jalan harus memastikna bahwa tidak ada kereta yang akan

lewat dan ia akan lewat dengan selama. Apabila ketika melintasi rel
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terdapat kerusakan pada kendaraanya, tiap pengguna jalan wajib untuk
memastikna bahwa ia bisa melewati lintasan rel.*’

Sementara itu, untuk pejalan kaki diharuskan untuk berhenti
sebelum melewati lintasan rel agar bisa memasikan bahwa tidak ada kereta
yang hendak lewat dan yang lebih penting pejalan kaki harus fokus
sehingga tidak diperbolehkan untuk memakai handphone dan earphone
saat melewati lintasan kereta api. Dengan demikian, kewajiban untuk
selalu memprioritaskan kereta api yang akan lewat adalah hal utama yang
dapat dilakukan untuk mengurangi dan mencegah kecelakaan dalam lalu
lintas perekeretaapian. Tak hanya itu, PT. KAI selalu berusaha dalam
peningkatan kesaradan dan kedisiplinan masyatakat untuk selalu berhati-
hati sebelum lewati lintasan rel yang dilakukan dengan proses sosialisasi
dan komunikasi lainnya.

Di Indonesia, palang pintu lintasan rel masih dioperasikan oleh
manusia alias masih dikendalikan secara manual. Pintu lintasan rel baru
dioperasikan ketika penjaga rel menerima tanda bahwa kereta api akan
melintasi rel. Ketika kereta api hendak melintas pintu akan diturunkan agar
jalan untuk menyebran tertutup sehingga pengguna jalan dipaksa berhentu.
Baru setelah kereta api sudah terlewat, penjaga akan mengangkat pintu
agar pengguna jalan bisa melewati jalan seperti sedia kala. Tetapi sistem
manual tersebut memiliki banyak kelemahan terutama ketika terjadi

human error seperti penjaga yang tidak di tempat, penjaga yang merasa

%7 peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Tahun 2018 Tentang
Pedoman Teknis Pengendalian Lalu Lintas diruas Jalan Pada Lokasi Potensi Kecelakaan di
Perlintasan Sebidang dengan Kereta Api.
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ngantu atau kelelahan, penjaga yang kurang hati-hati dan penjaga yang
tidak menerima tanda seperti biasanya sehingga tidak sempat untuk
mengoperasikan pintu rel.*®

Berbagai kelemahan di atas memiliki beberapa solusi yang bisa
dimanfaatkan yakni memberikan sanksi hukum yang tegas kepada semua
pengguna jalan yang mati-matian berusaha menerobos rel. Sanksi ini bisa
berupa denda yang berat bagi pelakunya. Solusi ini diharapkan dapat
memaksa pengguna jalan untuk berhenti, karena mereka akan memiliki
konsekuensi bencana yang harus mereka tanggung jika tidak
melakukannya, menentukan apakah pemeriksaan rutin sedang dilakukan
pada kondisi gerbang rel, terlepas dari apakah gerbang rel masih berfungsi.
Tujuan dari tes ini adalah untuk mencegah kecelakaan teknis di masa
depan seperti penyumbatan pintu saat mengemudi, memantau perlintasan
kereta api dengan CCTV untuk memastikan kepatuhan pengguna jalan dan
pantau pengemudi yang tidak patuh.*®

Selanjutnya mengenai cara kerja pintu lintasan rel terdapat lima
sensor yang berperan. Di mana pada saat keadaan normal yang berfungsi
adalah sensor 1 dan sensor 2. Kedua sensor tersebut berfungsi dalam
mendeteksi kereta api yang akan melintas. Jika salah satu sensor
mendeteksni keberadaan suatu objek, maka sistim akan menangkapnya

sebagai input data dengan prioritas.

% “Mematuhi Tata Cara Berlalu Lintas di Pintu Perlintasan Kereta Api”, Intinews, diakses pada
tanggal 12 Oktober 2020, https://intinews.co.id/mematuhi-tata-cara-berlalu-lintas-di-pintu-
perlintasan-kereta-api/.

% Widodo Hariyono, “Standar Operasional rosedur Bidang K3 pada Unit Sarana PT. Kereta Api
Indonesia”, Jurnal Teknoin, Vol.22 No. 7 (2016), 548.



https://intinews.co.id/mematuhi-tata-cara-berlalu-lintas-di-pintu-perlintasan-kereta-api/
https://intinews.co.id/mematuhi-tata-cara-berlalu-lintas-di-pintu-perlintasan-kereta-api/
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Selanjutnya sistim bakal langsung memilih adanya objek itu
dengan mengaktifkan pengatur waktu yang mana jiak objek itu menutupi
sensor selama lebih dari tiga detik, maka sistim akan mendeeteksi bahwa
objek tersebut adlaah kereta api. Ketika sensor 1 dan 2, maka sensor 4 dan
5 akan langsung aktif guna mendeteksi bahwa kereta api yang ada pada
jalur lalu lintas. Sistem kerja dari sensor 4 dan sensor 5 hampir mirip yang
dengan sensor untuk mendeteksi keberadaan kereta api, yaitu dengan
syarat-syarat waktu yang harus di laluinya. Apabila salah satu sensor
mendeteksi keberadaan suatu obyek, yang berarti terdapat kendaraan
lainnya yang akan melintas, maka sistem selanjutnya akan mentup pintu

rel kereta api sepenuhnya menutup.*

0 Marisa Gita Putri, Nabila Fairusiyyah, Dwiyanto, Yuddy Dharmawan, “Sistem Palang Pintu
Pencegah Kecelakaan Kereta Api dengan Control Room”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2 (2013), 80.



BAB Il
METODE PENELITIAN
Pada bagian metode penelitian akan dijelaskan setiap tahap yang
dilakukan oleh peneliti dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Bab ini
memuat berbagai hal terkait dengan asumsi dasar atau fakta yang dianggap benar
tanpa memverifikasi, yakni berbagai aspek sebagai kerangka berpikir. Kemudian
peneliti menganalisis problem dan variabel/topik kajian dalam judul penelitian.
Analisis problem studi tersebut akan menghasilkan variabel dan relasi antar
variabel sehingga dapat diajukan pertanyaan tentang masing-masing variabel serta
pertanyaan yang terkait dengan relasi antar variabel tersebut. Anaalisis tersebut
dilakukan guna penyusunan alur berpikir untuk mencari solusi dari masalah
studi.*!

A. Jenis Penelitian
Pada studi ini peneliti menggunakan studi kepustakaan, yakni dengan
menelaah dan menganalisa pada berbagai referensi tertentu. Sumber pustaka
ini bisa berupa peraturan dan buku yang memuat pembahasan mengenai
pertanggungjawaban pidana atas kelalaian seorang penjaga palang pintu
kereta yang mengakibatkan ada korban jiwa. Studi hukum yang dilakukan
termasuk studi hukum normatif yang meneliti dengan basis kepustukaan yang
fokus dalam menganalisa pada data hukum primer dan sekunder. Studi ini
dapat dianggap sebagai studi hukum kepustakaan atau studi hukum teoritis.

Studi hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum

" Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah IAIN Jember (Jember: IAIN Jember: 2020,
102-103
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sebagai sistem norma. Objek kajiannya adalah undang-undang nomor 23
tahun 2007 tentang perkeretaapian.
B. Pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan pendakatan perundang-undnagan sebab suatu
penelitian yang pada ketidakjelasan norma dan mengintevensikan norma.
Pendekatan penelitian perundang-undangan merupakan suatu pendekatan
penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa undang-undang yang
menjadi acuan dasar dan menelaan segala peraturan-peraturan yang
bersangkut paut dengan permasalahan penelitian yang penulis teliti yang
sesuai dengan isu-isu hukum dan sesuai pembahasan.*?

Dalam meneliti semua aturan dan undang-undang yang saling terkait
seperti terjadi pada kelalaian penjaga palang pintu kereta api yang
mengakibatkan kroban meninggal akibat kecelakaan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari
sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari
bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek
penelitian. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.** Bahan hukum primer
merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data pendukung berupa semua

2 Ishag, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi (Bandung:
Alfabeta, 2017), 249.

* Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2010), 13.
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publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.
Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum,
jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.**
Sedangkan bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,
misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan
sebagainya.”

Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa bahan
primer yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkeretaapian. Selain itu,
penelitian ini menggunakan bahan sekunder yaitu berbagai buku, jurnal,
artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian, serta bahan
hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknis Analisis Data

Berbagai jenis data yang didapatkan di atas akan dianalisa baik secara
kualitatif maupun kauntitatif. Studi hukum normatif kali ini menggunakan
teknik analisa data kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data
yang berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak
tumpang tindah, dan efektif. Dengan demikian peneliti dapat melakukan
interpretasi data dan pemahaman mengenai hasil analisa. Dengan kata lain
dapat dianggap bahwa teknik analisa kualitatif merupakan cara menganalisa

data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori,

* peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2009), 141.
** Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),

117.
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peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau
pandangan peneliti sendiri.*°
Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan
triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data apabila dibandingkan
dengan satu pendekatan.*’ Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.*® Triangulasi ada
lima macam yakni triangulasi waktu, teori, informan, peneliti, metode, dan
sumber. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi metode dan
triangulasi teori. Triangulasi metode adalah usaha mencek keabsahan data
atau temuan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu
teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama atau dengan
cara cek dan recek. Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau
lebih untuk diadu atau dipadu dengan rancangan penelitian pengumpulan data
dan analisis data yang lengkap agar memberikan hasil yang lebih

komprehensif.*

*® peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penelitian Dan Penulisan Disertasi, Program Doktor lImu Hukum Program Pascasarjana Fakultas
Hukum Universitas Andalas, (Padang: Program Doktor IImu Hukum, 2012/2013), 11.

*" Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 241.

*8 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),

330.

* Bachtiar S. Bachri, “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif,”
Jurnal Teknologi Pendidikan 10, no. 1 (April 2010): 56.



F. Tahap-Tahap Penelitian

1.

2.

Mencari permasalahan penelitian

Mengumpulkan berbagai referensi yang diperlukan

. Membuat latar belakang permasalahan sekaligus fokus penelitiannya
. Membuat judul penelitian

. Mengumpulkan semua data dan dianalisis

. Menyajikan data dalam bentuk karya tulis ilmiah

. Konsultasi kepada dosen pembimbing dan revisi atau perbaikan

. Ujian skripsi

. Penjilidan dan mengumpulkan skripsi ke fakultas dan perpustaan
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BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Penjaga Perlintasan Kereta api

Pintu lintasan rel adalah salah satu fasilitas transportasi yang
bermanfaat sebagai simbol jika kereta api bakal melewati rel dan pengguna
jalan wajib berhenti sebab kereta bakal terlewat, pintu lintasan rel ini juga
bermanfaat dalam menjaga dan memperingatkan jika ada kereta api yang
bakal melintas.

Pintu lintasan rel bermanfaat sebagai pengaman perjalanan
perkeretaapiaan supaya tidak mengganggu pengendara lain.>® Fungsi tersebut
termuat dalam Permen nomor 72 tahun 2009 mengenai lalu lintas dan
angkutan kereta pasal 110 ayat 4. Berdasarkan aturan tersebut ditegaskan agar
kereta api diprioritaskan sebab apabila timbul kecelakaan maka akan muncul
kerugian yang lebih besar. Akibatnya pengendara dan pejalan kaki mesti
memprioritaskan perjalanan kereta api. Oleh karena itu pintu lintasan rel
dimanfaatkan dalam mengamankan perjalanan kereta api.

Pada dasarnya pintu lintasan rel adalah peralatan yang membantu
dalam pengamanan dan keselamatan pengendara dan pejalan kaku seperti
rambu jalan yang lain. Sementara itu tanda STOP yang dipasang di pintu

adalah peringatan bagi pengguna jalan untuk berhenti. Namun bukan berarti

%0 pasal 110 Ayat 4 Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Kereta.
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jika tidak ada pintu pengendara bisa melintasi pesimbpangan rel begitu saja,
justru pengendaran diharuskan untuk waspada sebelum menyebrangi rel.

Oleh karena itu, guna mencegah adanya kecelakaan, setiap
pengendara dan pengguna jalan yang lain wajib untuk menaati peraturan lalu
lintas di lintasan rel yang mana telah ditetapkan oleh peraturan dirjen
perhubungan data kementerian tahun 2008 mengenai pedoman teknis
pengendalian lalu lintas di ruas jalan pada lokasi potensi kecelakaan di
lintasan kereta api. Pengguna jalan harus memastikna bahwa tidak ada kereta
yang akan lewat dan ia akan lewat dengan selama. Apabila ketika melintasi
rel terdapat kerusakan pada kendaraanya, tiap pengguna jalan wajib untuk
memastikna bahwa ia bisa melewati lintasan rel.>*

Sementara itu, untuk pejalan kaki diharuskan untuk berhenti sebelum
melewati lintasan rel agar bisa memasikan bahwa tidak ada kereta yang
hendak lewat dan yang lebih penting pejalan kaki harus fokus sehingga tidak
diperbolehkan untuk memakai handphone dan earphone saat melewati
lintasan kereta api.

Dengan demikian, kewajiban untuk selalu memprioritaskan kereta api
yang akan lewat adalah hal utama yang dapat dilakukan untuk mengurangi

dan mencegah kecelakaan dalam lalu lintas perekeretaapian. Tak hanya itu,

PT. KAI selalu berusaha dalam peningkatan kesaradan dan kedisiplinan

* Suwardjoko Probonagoo Warpani, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Bandung:
ITB, 2002), 114.
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masyatakat untuk selalu berhati-hati sebelum lewati lintasan rel yang
dilakukan dengan proses sosialisasi dan komunikasi lainnya.>

Di Indonesia, palang pintu lintasan rel masih dioperasikan oleh
manusia alias masih dikendalikan secara manual. Pintu lintasan rel baru
dioperasikan ketika penjaga rel menerima tanda bahwa kereta api akan
melintasi rel. Ketika kereta api hendak melintas pintu akan diturunkan agar
jalan untuk menyebran tertutup sehingga pengguna jalan dipaksa berhentu.
Baru setelah kereta api sudah terlewat, penjaga akan mengangkat pintu agar
pengguna jalan bisa melewati jalan seperti sedia kala. Tetapi sistem manual
tersebut memiliki banyak kelemahan terutama ketika terjadi human error
seperti penjaga yang tidak di tempat, penjaga yang merasa ngantu atau
kelelahan, penjaga yang kurang hati-hati dan penjaga yang tidak menerima
tanda seperti biasanya sehingga tidak sempat untuk mengoperasikan pintu rel,

Berbagai kelemahan di atas memiliki beberapa solusi yang bisa
dimanfaatkan yakni memberikan sanksi hukum yang tegas kepada semua
pengguna jalan yang mati-matian berusaha menerobos rel. Sanksi ini bisa
berupa denda yang berat bagi pelakunya. Solusi ini diharapkan dapat
memaksa pengguna jalan untuk berhenti, karena mereka akan memiliki
konsekuensi bencana yang harus mereka tanggung jika tidak melakukannya,
menentukan apakah pemeriksaan rutin sedang dilakukan pada kondisi
gerbang rel, terlepas dari apakah gerbang rel masih berfungsi. Tujuan dari tes

ini adalah untuk mencegah kecelakaan teknis di masa depan seperti

52 “Mematuhi Tata Cara Berlalu Lintas di Pintu Perlintasan Kereta Api”, Intinews, diakses pada
tanggal 12 Oktober 2020, https://intinews.co.id/mematuhi-tata-cara-berlalu-lintas-di-pintu-
perlintasan-kereta-api/.



https://intinews.co.id/mematuhi-tata-cara-berlalu-lintas-di-pintu-perlintasan-kereta-api/
https://intinews.co.id/mematuhi-tata-cara-berlalu-lintas-di-pintu-perlintasan-kereta-api/
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penyumbatan pintu saat mengemudi, memantau perlintasan kereta api dengan
CCTV untuk memastikan kepatuhan pengguna jalan dan pantau pengemudi
yang tidak patuh.>®

Selanjutnya mengenai cara kerja pintu lintasan rel terdapat lima sensor
yang berperan. Di mana pada saat keadaan normal yang berfungsi adalah
sensor 1 dan sensor 2. Kedua sensor tersebut berfungsi dalam mendeteksi
kereta api yang akan melintas. Jika salah satu sensor mendeteksni keberadaan
suatu objek, maka sistim akan menangkapnya sebagai input data dengan
prioritas. Selanjutnya sistim bakal langsung memilih adanya objek itu dengan
mengaktifkan pengatur waktu yang mana jiak objek itu menutupi sensor
selama lebih dari tiga detik, maka sistim akan mendeeteksi bahwa objek
tersebut adlaah kereta api.

Ketika sensor 1 dan 2, maka sensor 4 dan 5 akan langsung aktif guna
mendeteksi bahwa kereta api yang ada pada jalur lalu lintas. Sistem kerja dari
sensor 4 dan sensor 5 hampir mirip yang dengan sensor untuk mendeteksi
keberadaan kereta api, yaitu dengan syarat-syarat waktu yang harus di
laluinya. Apabila salah satu sensor mendeteksi keberadaan suatu obyek, yang
berarti terdapat kendaraan lainnya yang akan melintas, maka sistem
selanjutnya akan mentup pintu rel kereta api sepenuhnya menutup.>*

Penjaga palang pintu kereta api yaitu untuk memperingatkan

pengguna jalan/menjaga palang pintu perlintasan kereta api dan saling

%3 Widodo Hariyono, “Standar Operasional rosedur Bidang K3 pada Unit Sarana PT. Kereta Api
Indonesia”, Jurnal Teknoin, Vol.22 No. 7 (2016), 548.

> Marisa Gita Putri, Nabila Fairusiyyah, Dwiyanto, Yuddi Dharmawan, “Sistem Palang Pintu
Pencegah Kecelakaan Kereta Api dengan Control Room dan Wifi Signal”, llmiah Mahasiswa, 3,
no. 2 (September, 2013), 80.
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koordinasi antara pusat KA supaya tidak timbul peristiwa yang tidak

diharapkan. Penjaga palang pintu kereta api adalah orang yang paling mulia

dan berjasa, karena ia berjuang melindungi masyarakat agar menyebrang rel
kereta api tidak terjadi kecelakaan, terutama rel kereta api yang tidak
dipasangi palang pintu di persimpangan rel.

Kriteria penjaga palang pintu kereta api sebagai berikut:

1. Pria

2. Sehat jasmani dan rohani

3. Lulus pendidikan minimal menengah pertama atau sederajat

4. pergawai yang telah ditetapkan oleh pelaksana fasilitas perkeretaapian
ataupun pemerintah daerah.

5. Lulus pendidikan daan pelatihan penjaga perlintasan kereta api

6. Mengikuti pengenalan wilayah dan peralatan kerja serta tanda dan marka
terlebih dahulu sesuai kebutuhan selama minimal 1 (satu) bulann.®

7. Tiap petugas yang menjaga lintasan rel bertanggung jawab atas keselaman
lalu lintas kereta api di kawasan kerjanya.

8. petugas yang menjaga lintasan rel yang disebut dalam ayat (1) mesti
mempunyai kemampuan dan cakap dalam penjagaan lintasan lalu lintas
rel.

9. petugas yang menjaga lintasan rel yang disebut dalam ayat (2) mesti

setidaknya mencapai standar kompetensi:

> Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 19 Tahun 2011 tentang Sertifikat
Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api.
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a. memiliki pengetahuan dan pemahaman akan aturan yang berkaitan
dengan pengoperasian perekeretaapian khususnya penanda dan marka.

b. memiliki kemampuan untuk menjalankan alat kerja dan lintasan rel
perkeretapiaan.

c. memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan atas jadwal
perjalanan transporasi kereta api di kawasannya.

d. memiliki kemampuan dan kecakapan dalam menjalankan alat
komunikasi kereta api.

e. memiliki kemampuan dan kecakapan untuk menetapkan keputusan
darurat mengenai alat lintasan kereta api yang mendadak tidak dapat
difungsikan sebagaimana mestinya.

f.  memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan kawasan Kerja
atas perjalanan transportasi tersebut.

g. memiliki sikap, pemahaman, dan keterampilan untuk melindungsi
lintasan perkeretaapian..*

h. petugas yang menjaga lintasan rel yang disebut dalam pasal 2 mesti
mempunyai sertifikai keterampilan dalam penjegaan sistem lintasan
rel perkeretapian yang telah diresmikan oleh pemerintah atau badan
hukum yang terakreditasi oleh kementerian.

i. sertifikat keahlian dan keterampilan petugas lintasan rel yang disebut
pada ayat (1) didapatkan usai lulus pendidikan dan pelatihan serta

lulus ujian keterempilan yang dilakukan oleh Dirjen Kementerian.>’

% Ppasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 19 Tahun 2011 tentang Sertifikat
Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api.
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Pintu perlintasan kereta api berfungsi melancarkan lalu lintas

perkeretaapian dan menjaga keselamatan para pengguna jalan lain yang

hendak melewati lalu lintas rel. Masing-masing penjaga di pos telah

mendapat perlengkapan alat sistem lintasan rel perkeretapiaan. Meskipun

ditopang oleh peralatan, tanggung jawab petugas tidak berkurang sebab

peralatan dari PT. KAI tersebut sebenarnya masih perlu dioperasikan

secara manual.

Penjaga pintu lintasan rel memiliki 14 tugas dan tanggung utama

yang mesti dipenuhi sesuai yang termuat dalam reglement 12 Bab li

mengenai overywegeatcher, di antaranya sebagai berikut:

a.

petugas pintu lintasan rel diwjibkan hadir 15 sebelum pergantian
dinas ke petugas berikutnya

ketika pergantian dinas menjaga, petugas wajib tetap waspada situasi
dan keadaan sembari tetap mengisi presensi

selalu memperhatikan daftar kereta api yang melintas yang telah
dipasang di pos

15 menis sebelum kereta api melintas petugas wajib siap-siap untuk
menurunkan pintu lintasan dengan mengawasi kondisi jalan agar
tidak menimbulkan kecelakaan

jika pada lintasan sudah dipasangi genta, petugas wajib mewaspadai
sungguh-sungguh bunyi genta agar petugas yakin dari arah mana

kereta api bakal melintas

° Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 19 Tahun 2011 tentang Sertifikat
Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api.
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f. petugas wajib untuk mewaspadai semboyan dan tanda yang
diperlihatkan oleh kereta api saat melintas

g. petugas wajib memelihara dan menjaga kebersihan pos, peralatan
yang tersedia dan aspal jalan raya sehingga ketika kereta api melintas
tidak terganggu

h. petugas wajib membersihkan tubuh kiri dan kanan sejauh 100-200
meter ketika tidak ada kereta api yang melintas

i. jika terdapat kerusakan dalam peralatan lintasa maka petugas wajib
mealporkan pada atasan langsung supaya dapat diteruskan dengan
segera dan diselesaikan oleh pihak yang memiliki kewenangan

j. petugas wajib membuat laporan yang sudah disertakan bukti kapan ia
melapor ke atasan®®

k. petugas tidak diperbolehkan menaikkan pintu lintasan jika kereta api
belum melintas sepenuhnya kecuali ada perintah dari atasan langsung
yang bertanggungjawab

I. ketika dinas malam petugas wajib memastikan supaya lampu handsen
dan lampu senter menyala sehingga sinar putih, hijau, dan merah
dapat dilihat oleh masinis dari kereta yang akan melintas

m. petugas tidak diperbolahkan meningglkan pos dengan menitipkan
pada orang lain jika tidak memiliki ijin dari atasan langsung

n. petugas wajib mewaspadai kereta api yang akan datang dengan

pemasangan semboyan denhgan jarak 3500 meter sebelum kereta api

%8 Reglement 12 bab 11 tentang overywegwachter (penjaga pintu perlintasan)
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akan melintasi persimpangan bilan terjadi kemacetan di
persimpangan.®®

Sementara itu pada pasal 90 pelaksana prasana sistem kereta api

memiliki beberapa hak dan wewenang, sebagai berikut:

a.

b.

mengatur, mmengendalikan, dan mengawasi perjalanan kereta api
memberhentikan operasi ranan kereta api jika berpotensi
membahayakan penumpang dan timbul kecelakaan

menertibkan pengguna layanan kereta api yang tidak memenubhi
persyaratan sebagai pelanggan

memprioritaskan perjalanankereta api di persimpangan lintasan rel
berhak untuk menerima pembayaran dari pengguna layanan kereta api
berhak menerima ganti rugi jika terjadi kerusakan prasarana kereta api
yang dikarenakan oleh kesalhaan pelaksana atau pihak ketiga®

Dengan demikian dapat peneliti dapat menyimpulkan jika petugas

penjaga lintasan kereta api harus benar-benar mengikuti peraturan yang

ada, dan selalu mematuhi ketentuan tugas pokoknya dan bertanggung

jawab agar menghindari terjadi kecelakaan, pengendara wajib menaati

aturan lalu lintas di persimpangan yang sudah diatur dalam peraturan

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengenai petunjuk

teknik pengawasan lalu lintas di ruas jalan di lokasi yang berpotensi

menimbulkan kerusakan dan kecelakaan di persimpangan lintasan rel.

> Reglement 12 bab 11 tentang overywegwachter (penjaga pintu perlintasan)
% pasal 90 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
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Pengguna jalan harus memastikna bahwa tidak ada kereta yang
akan lewat dan ia akan lewat dengan selamat. Apabila ketika melintasi rel
terdapat kerusakan pada kendaraanya, tiap pengguna jalan wajib untuk
memastikna bahwa ia bisa melewati lintasan rel.** Solusi yang mesti
dilakukan guna meminimalisasi problem kecelakaan di pintu lintasan rel,
yakni harus benar-benar memberlakukan sanksi hukum yang tegas bagi
siapa saja yang menerobos pintu perlintasan kereta api dengan membayar
denda yang besar nilainya.

Dengan di berlakukannya sanksi hukum itu sangat membuat
masyarakat lebih berhati-hati dan juga menjalankan aturan yang ada.
Petugasnya harus benar-benar mejalankan tugas dan kewajibannya agar
juga meningkatkan keamanan dan juga mengurangi masalah kecelakaan.

B. Pertanggungjawaban Pidana atas Kelalaian Penjaga Palang Pintu Kereta
Api Akibat Kecelakaan Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2007
tentang Perkeretaapian

Persimpangan/lintasan kereta api merupakan persilangan antara rel
denga jalan yang dapat terletak di di kota maupun desa yang memiliki dua
jenis, yakni persimpangan sebidang dan persimpangan tidak sebidang,
Persimpangan tak sebidang sendiri bisa dimengerti sebagai perilangan antara
rel dengan jalan yang tidak terletak di satu bidang,

Sementara persimpangan sebidang merupakan persilangan antara rel

dengan jalan pada satu bidang, yakni di atas ranah. Di mana persimpangan ini

%1 Suwardjoko Probonagoo Warpani, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Bandung:
ITB, 2002), 114.
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banyak terletak di daerah desa yang mana intensitas arus lalu luntas pada
persimpangan masih terbilang rendah.
Lebih lanjut, terdapat beberapa cara dalam berlalu lintas di
persimpangan/lintasan satu bidang di antaranya adalah:
1. pada lintasan satu bidang antara rel dan jalan tiap pengendara diwajibkan:
a. Untuk memprioritaskan kereta api
b. Mengutakan kendaran yang lebih dulu melewati rel®®
2. tiap pengendaran yang akan melewati persimpangan rel satu bidang
diwajibkan:
a. mengurangi kecepatan kend araan saat menerima sinyal ada
pemberitahuaan adanya kereta api yang akan melintas
b. Memberhentikan kendaraan sesaat sebelum melintasi  persimpangan,
kemudian pengendaran wajib melihat ke kanan dan kiri agar bisa
dipastikan bahwa tidak ada kereta yang bakal lewat
c. pengendara tidak melewati kendaraan lain di perlintasan
d. tidak menerobos persimpangan saat pintu lintasan rel sudah  ditutup
e. tidak menerobos persimpangan dalam keadaan lampus isyarat warna
merah telah bersinar pada lintasan yang telah disertakan lampu israyat
lalu lintas
f. pengendara memastikan jika kendaraan nya dapat melintas rel agar rel

selalu kosong

%2 Afrizal Riyadi, Rinitami Njatrijani, Siti Mahmudah, “Tanggung Jawab PT Kereta Api Indonesia
(PERSEROQ) Sebagai Perusahaan Jasa Pengangkatan terhadap Keselamatan Penumpang Kereta di
Perlintasan Sebidang”, Diponegoro Law Review, 5, no.2 (2016), 8.
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g. membuka jendala samping pengendara supaya dapat mewaspadai
sinyal peringatan kereta api bakal melintas

h. jika mesin kendaraan tidak berfungdi di tengah jalan, maka pengendara
wajib memastikan jika kendaraan dapat melewati perlintasan®

i. ketika Perjalaan kereta api berlangsung, masinis wajib mewaspadai
dan menaati ketentuannya

J. Masinis tiap menerima semboyan/tanda 35 diwajibkan untuk
menghidupkan suli lokomotif satu kali dengan bunyi yang agak
panjang guna menarik perhatian.®

Melakukan penerobosan pintu lintasan rel memang berbahaya bagi
pengguna jalan manapun. Maka dari itu terdapat adanya ketentuan
mengenai pidana bagi pelaku yang menerobos lintasan Kkereta api
sebagaimana termuat dalam pasal 296 Undang-Undang nomor 22 tahun
2009 mengenai lalu lintas angkatan jalan.

Pasal itu memuat adanya aturan mengenai denda bagi siapapun
yang mengendarai kendaraan pada persimpangan/lintasan rel yang tidak
memberhentikan kendaraan ketika ada sinyal peringatan, ketika pintu
lintasan rel sudah menutup atau isyarat lainnya yang termuat dalam pada
114 huruf a akan dikenai pidana dengan pidana kurangan relama 3 bulan

atau dengan terberat sebanyak Rp.750.000.

%3 Afrizal Riyadi, Rinitami Njatrijani, Siti Mahmudah, “Tanggung Jawab PT Kereta Api Indonesia
(PERSERO) Sebagai Perusahaan Jasa Pengangkatan terhadap Keselamatan Penumpang Kereta di
Perlintasan Sebidang”, Diponegoro Law Review, 5, no.2 (2016), 8-9.
® Afrizal Riyadi, Rinitami Njatrijani, Siti Mahmudah, “Tanggung Jawab PT Kereta Api Indonesia
(PERSEROQ) Sebagai Perusahaan Jasa Pengangkatan terhadap Keselamatan Penumpang Kereta di
Perlintasan Sebidang”, Diponegoro Law Review, 5, no.2 (2016), 8-9.
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Sedangkan kewajiban pengendaran dalam berkendaran di
perlintasan kereta api juga termuat dalam pasal 114 yang menyatakan
bahwa pada lintasan rel kereta api satu bidang pengendaran diwajibkan
menghentikan kendaraannya jika sinyal sudah berbunyi, palang pintu
beranjak tertutup dan/atau ada tanda lain, pengguna jalan harus
memprioritaskan kereta api, dan pengguna jalan harus memprioritaskan
kendaraan yang melewati rel kereta lebih dulu.®®

Jadi, dapat disimpulkan seseuai dengan ketentuan ini, setiap
pengemudi kendaraan di perlintasan kereta api dan jalan raya wajib
berhenti pada saat isyarat mulai berbunyi, atau ketika palang pintu
perhentian ditutup. Meskipun jika tidak ada palang pintu di persimpangan
atau tanda "STOP" dan "Awas KA" sebagai rambu peringatan, pengendara
diwajibkan untuk berhenti sebentar lalu memastikan kondisi aman dari
kecelakaan dan melanjutkan perjalanan.

Pasal 106 ayat (4) No. 22 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa
setiap pengguna jalan dengan kendaraan bermotor wajib patuh dengan
tanda perintah atau tanda larangan, marka jalan, sarana isyarat lalu lintas,
pergerakan lalu lintas, berhenti dan parker, peringatan dengan suara dan
cahaya, kecepatan maksimum atau minimum, tata cara antara penarikan

dan penyambungan dengan kendaraan lain®

% pasal 114 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintass Angkutan Jalan.
% pasal 106 ayat (4) No 22 Tahun 2009.
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Jadi dapat disimpulkan bahwa cara yang paling efektif untuk
menjamin keselamatan sesama pengemudi kendaraan bermotor dapat
dilakukan dengan bertindak disiplin aturan dan rambu lalu lintas.

Sesuai pasal 91, pasal 92, pasal 93, dan pasal 94 UU No. 23 Tahun
2007 tentang Perkeretaapian menegaskan bahwa garis potong antara
perlintasan kereta dengan jalan pada hakikatnya tidak dilakukan dalam
sebidang, Hal ini dapat dikecualikan jika sudah memiliki pertimbagnan
yang memadai terhadap keselamatan sesasama pengguna jalan.®’

Pembangunan infrastruktur baik jalur lintasan kereta api, kanal
saluran air dan/atau prasarana lain yang membutuhkan sambungan-
sambungan, atau persimpangan harus dibangun dengan pertimbangan
manfaat masyarakat banyak dan tidak boleh membahayakan keselamatan
sesame pengguna jalan ataupun kereta api khususnya.®® Pembangunan dan
perawatan sarana perkeretaapian beserta perlintasannya harus mendapat
izin dari pengelola infrastuktur perkeretaapian serta menjadi tanggung
jawab pemegang izin untuk keberlangsungannya.®®

Meninjau keselamatan semua pengguna jalan, perlintasan sebidang
wajib ditutup oleh pemerintah yang berwenang jika perlintasan tersebut
tanpa izin. Hal ini sesuai Pasal 75 PP No. 56 Tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan Perkeretaapian. Sedangkan Pasal 76 PP No. 56 Tahun

%7 pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian.
% pasal 92 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian.
% pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian.
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2009 menjelaskan jikalau pembangunan perlintasan tidak sebidang bisa
diposisikan di atas atau di bawah lajur kereta api.

Sedangkan Pasal 78 PP No. 56 Tahun 2009 menjelaskan jikalau
untuk menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api di
persimpangan persil, pemakai jalan harus memprioritaskan perjalanan
kereta api. Pasal 79 PP No. 56 Tahun 2007 mengatur bahwa menteri,
gubernur, atau bupati/walikota melakukan penilaian skala simpang persil
sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri Jalan,
gubernur, atau bupati/walikota dapat menutup simpang persil."

Beberapa kasus kecelakaan di rel kereta api karena kelalaian
penjaga palang pintu dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu kondisi
kesehatan penjaga palang pintu yang mungkin dalam kondisi yang kurang
baik atau sakit, penjaga yang lengah karena ketiduran saat bertugas, terlalu
asik dengan gadget, melamun dan lain sebagainya yang membuat dirinya
tidak focus bekerja, atau penjaga yang meninggalkan pos penjagaan
melebihi batas maksimal yang ditentukan sebagaimana dalam tupoksi.

Kelalaian penjaga yang tidak menutup palang pintu kereta api ini
akan berakibat sangat fatal karena dapat menyebabkan kecelakaan bahkan
kematian. Hal tersebut masih sering terjadi hingga saat ini padahal sudah

banyak peraturan-peraturan yang mengatur tentang perkeretaapian, mulai

" pasal 75-76 peraturan pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang penyelenggaraan
perkeretaapian.
"t Pasal 78-79 peraturan pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang penyelenggaraan
perkeretaapian.
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dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, tupoksi, dan lain
sebagainya.’

Dalam Pasal 87-88 UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
diatur bahwa operator infrastruktur perkeretaapian bertanggung jawab
(berdasarkan kesepakatan antara para pihak) kepada operator sistem
perkeretaapian dan pihak ketiga jika terjadi kerusakan yang tidak disengaja
sebagai akibat dari pengabaian konstruksi sistem. penyelenggara prasarana
perkeretaapian wajib memberi ganti rugi kepada pihak ketiga atas
kelalaian, kerusakan harta benda, cedera diri atau kematian pengoperasian
prasarana perkeretaapian. pengelola prasarana perkeretaapian wajib
mengganti kerugian harta benda, luka-luka atau kematian akibat kelalaian
pengoperasian prasarana perkeretaapian dan tidak bertanggung jawab atas
segala kerusakan yang terjadi jika Instansi yang berwenang menyatakan
bahwa kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh terhentinya operasional
operator prasarana perkeretaapian atau dalam situasi yang memaksa.”®

Kemudian Pasal 157-159 mengatur bahwa Penyelenggara
perkeretaapian bertanggung jawab atas pelayanan pengguna yang
menderita  kerugian, luka-luka, atau kematian akibat kelalaian
pengoperasian kereta api. Tanggung jawab yang dimaksud dari awal
keberangkatan sampai kedatangan di stasiun sasaran dan didasarkan pada
kerugian yang sebenarnya. Penyelenggara sistem perkeretaapian tidak

bertanggung jawab jika semua kerusakan tidak didasarkan pada kesalahan

> Laporan Kajian Sistemik Pengelolaan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian Pada Jalur

Perlintasan Sebidang di Pulau Jawa, (Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2017), 16.
" pasal 87-88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang perkeretaapian.
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lalu lintas perkeretaapian. Dan Pasal 158 menyatakan bahwa
penyelenggara sistem perkeretaapian bertanggung jawab atas segala
kerusakan yang diderita oleh pengirim barang sebagai akibat dari
kehilangan, kerusakan atau musnahnya barang karena lalu lintas kereta api
yang tidak benar yang berlaku sejak barang diterima oleh operator kereta
api sampai barang dikirim ke penerima dengan didasarkan pada kerusakan
aktual yang terjadi. Ini bukan karena manfaat dan biaya layanan serta
Manajer Fasilitas tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang
disebabkan oleh informasi yang tidak benar pada kiriman. Penyelenggara
sistem perkeretaapian wajib bertanggung jawab atas semua kerugian yang
ditimbulkan kepada pihak ketiga jika pihak ketiga dapat membuktikan
kerugian yang sebenarnya ditimbulkan oleh pengelola perkeretaapian. Hak
tersebut dapat diklaim dalam waktu 30 hari sejak kejadian yang
menyebabkan kerusakan.”

Sementara Pasal 175-176 menyatakan bahwa penyelidikan
penyebab kecelakaan kereta api dilakukan oleh Pemerintah yang dilakukan
oleh badan khusus yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah dan hasil
investigasi akan dicatat dalam bentuk rekomendasi, diproses lebih lanjut
oleh pemerintah, operator sistem perkeretaapian dan infrastruktur dan

tersedia untuk umum. Sementara itu, penyelenggara sarana dan prasarana

" pasal 157-159 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang perkeretaapian.v
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perkeretaapian wajib menyediakan dana untuk penyelidikan tersebut dan
pendanaannya harus diasuransikan.”

Berdasarkan Pasal 187 menyatakan bahwa Pengelola prasarana
perkeretaapian yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian tanpa
memenuhi standar yang relevan untuk pengoperasian prasarana
perkeretaapian berdasarkan Pasal 20 dan menyebabkan kecelakaan atau
kerugian harta benda atau barang dipidana dengan pidana penjara paling
lama satu setengah tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (500
juta rupiah). Jika mengakibatkan luka berat pada seseorang, dapat dipidana
dengan pidana penjara paling lama 36 bulan dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000.000,00 (1 miliar rupiah). Jika mengakibatkan matinya
seseorang, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 72 bulan dan
denda paling banyak Rp 2.000.000.000.000,00 (2 miliar rupiah). Dan
Instansi pengelola prasarana perkeretaapian yang tidak memiliki surat
persetujuan usaha, surat persetujuan pembangunan, dan surat persetujuan
operasi sesuai Pasal 24 ayat satu maka dapat dipidana dengan pidana
penjara selama-lamanya 72 bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp.
2.000.000.000.000,00 (dua milliar rupiah) serta jika mengoperasikan
sarana perkeretaapian yang tidak memenuhi syarat kelayakan Pasal 27,

dan menyebabkan kecelakaan dan kerugian harta benda dan barang, maka

" Pasal 175-176 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang perkeretaapian
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dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 18 bulan dan denda
sebanyak-banyaknya Rp500.000.000,00 (lima ratus jutta rupiah).”
Sementara Pasal 191 menyatakan bahwa Penyelenggara sistem
perkeretaapian tanpa persetujuan izin konstruksi dan operasi berdasarkan
pasal 33 ayat kedua, maka dapat dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya 72 bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp, 250.000.000,00
(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Jika kereta api rusak dan hilang
harta benda, maka dapat dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya
enam bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah). Kemudian, jika ada yang mendirikan gedung, tembok, pagar,
tanggul dan bangunan lain, menanam pohon-pohon tinggi atau meletakkan
benda di jalur KA sehingga menghalangi pandangan bebas dan
membahayakan keselamatan lalu lintas KA sesuai Pasal 178, maka dapat
dihukum dengan. pidana penjara selama-lamanya 12 bulan atau denda
sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dan jika
ada yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pekerjaan yang
bisa menyebabkan bergesernya tanah di jalur KA sehingga menyebabkan
perjalanan KA terancam seseuai Pasal 179, maka dapat dihukum dengan
pidana penjara selama-lamanya 12 bulan dan/atau denda sebanyak-
banyaknya Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jika
menimbulkan kerusakan bagi sarana/prasarana perkeretaapian, maka dapat

dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 18 bulan dan/ atau denda

"® pasal 187-189 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang perkeretaapian.
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sebanyak-banyaknya Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan Jika
menimbulkan hilangnya nyawa, maka dapat dihukum dengan pidana
penjara selama-lamanya 72 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.
2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”’

Jika terdapat kecelakaan antara KA dan pengguna jalan lain yang
mana korban bisa menunjukkan bahwa kejadian tersebut dikarenakan
kesalahan pihak perkeretaapian maka PT KAI wajib mengganti dan
mengasuransika kerugian kepada Pihak Ketiga. Ganti rugi tersebut sesuai
dengan pasal 169 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
yang menyatakan bahwa “Pengelola Sarana perkeretaapian harus
memberikan asuransi kerugian yang dialami pihak ketiga dikarenakan
pengoperasian angkutan KA.

Penjaga palang pintu KA dapat dimintai tanggungjawab pidana
jika secara terbukti melakukan hal-hal berikut:

a. Terdapat perbuatan sesuai dengan rumusan delik pidana.

b. dapat diminta pertanggungjawaban,

c. Perilaku tersebut dapat diancam dengan pidana. kejahatan,

d. Terdapat kesalahan baik sengaja atau lalai

e. Tidak terdapat alasan pembenaran dari perbuatannya

f. Tidak melaksanakan prosedur dan arahan Pimpinan Stasiun Kereta Api

Terdekat (PPKA) untuk menutup palang pintu.

""Pasal 191-193 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang perkeretaapian.
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Jika ada penjaga palang pintu KA yang melakukan tindakan tanpa
adanya koordinasi dengan pimpinannya yang dalam hal ini adalah PPKA
sehingga menimbulkan adanya kecelakaan antara KA dengan pengguna
jalan lain maka PT. KAI tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana
akibat hal tersebut. Berbeda halnya jika petugas penjaga palang pintu
memang ditugaskan oleh pimpinannya yang dalam hal ini PPKA untuk
tidak menutup pintu perlintasan KA.

Penerapan prosedur sanksi pidana untuk kasus kecelakaan antara
KA dan pengguna jalan lain terhadap PT KAI harus menyertakan pihak
dari PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) atau dari pihak POLSUSKA
(Polisi Khusus Kereta) sebagai pihak yang berhak untuk melakukan
penyidikan terhadap perkara tersebut dan nanti saling berkoordinasi
dengan aparatur kepolisian dan harus sesuai dengan UU No. 23 Tahun
2007 tentang Perkeretaapian yang mengacu dengan asas hokum yang
bersifat spesifik mengesampingkan hokum yang bersifat general.

Sementara dalam UU No. 23 Tahun 2007 Pasal 195 menyatakan
bahwa Pegawai infrastruktur perkeretaapian yang tidak memiliki sertifikat
kompetensi berdasarkan Pasal 80 (1) dapat dihukum hingga 12 bulan
penjara dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).”

Kemudian dalam Pasal 204 menyatakan bahwa Pengelola Sarana

Perkeretaapian yang menjalankan Sarana Perkeretaapian dengan Awak

® Laporan Kajian Sistemik Pengelolaan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian Pada Jalur

Perlintasan Sebidang di Pulau Jawa, (Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2017), 16.
"Pasal 195-196 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang perkeretaapian.
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Sarana Perkeretaapian dam tidak mempunyai sertifikat kompetensi sesuai
dengan Pasal 116 ayat pertama dapat dihukum dengan pidana penjara
maksimal 12 bulan dan denda maksimal Rp. 250.000.000,00. (dua ratus
lima puluh juta rupiah). Dan jika Awak Sarana Perkeretaapian yang
menjalankan KA dan melanggar perintah petugas pengatur perjalanan
kereta api PPKA, isyarat, atau rambu sesuai denga Pasal 122 ayat ketiga
dan keempat sehingga menimbulkan kecelakaan KA dan kerugian harta
benda, maka dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 12 bulan.
Jika menimbulkan luka berat, maka dapat dihukum dengan pidana penjara
maksimal 24 bulan dan Jika menimbulkan hilangnya nyawa, maka dapat
dihukum dengan pidana penjara maksimal 60 bulan.®°

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jika terjadi kecelakaan
antara kereta api dan masinis di perlintasan sebidang, tanggung jawab
hukum terletak pada kompensasi dan asuransi kerusakan bagi pihak ketiga.
Untuk mendapatkan asuransi kerusakan dan kerugian dari PT. KAI, maka
korban harus bisa menunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan petugas
kereta apilah yang menyebabkan kerusakan.

Penjaga gerbang perlintasan kereta api dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana  apabila  memenuhi unsur-unsur
pertanggungjawaban pidana, yaitu telah memenuhi pidana, dapat dimintai
pertanggungjawaban, perbuatan tersebut diancam pidana, memiliki

kesalahan yaitu kesengajaan atau kelalaian, tidak masuk akal atau

8 pasal 204-205 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang perkeretaapian.
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dibenarkan, serta tidak melakukan prosedur pengawasan perbatasan,
mengikuti instruksi kepala stasiun kereta api (PPKA) terdekat untuk tidak
menutup pintu perlintasan. &

PT. Kereta Api Indonesia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban
pidana atas kecelakaan kereta api yang melibatkan masinis kereta api di
perlintasan sebidang, pertanggungjawaban pidana perusahaan dalam hal
ini ditujukan kepada PT. KAI tidak bisa. Pasalnya, para penjaga pintu
perlintasan (PJL) melakukan inisiatif sendiri, tanpa ada perintah dari
atasan terkait (PPKA). Kecuali memang satpam di perlintasan sebidang
sudah mendapat perintah dari atasannya (PPKA) untuk tidak menutup
pintu perlintasan sebidang, maka PT. KAI dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana.

Jika terjadi kecelakaan karena tidak ada rambu-rambu atau tidak
ada peringatan, maka jelas kesalahan penyelenggara infrastruktur
perkeretaapian, termasuk penjaga lintasan. Karena merekalah yang
memiliki hak dan wewenang untuk mengatur, memantau dan mengawasi
perjalanan kereta api serta memprioritaskan perjalanan kereta api di
persimpangan sebidang tanah dengan jalan.

Dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian, pengelola prasarana perkeretaapian wajib memasang
rambu larangan yang lengkap dan jelas pada perkeretaapian. Apabila

terjadi pelanggaran terhadap hal tersebut, maka sanksinya tercantum dalam

 Laporan Kajian Sistemik Pengelolaan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian Pada Jalur
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Pasal 198 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian,
yaitu Pengelola Perkeretaapian yang tidak memasang rambu larangan yang
jelas dan lengkap di area keunggulan jalur kereta api dan di atas
perkeretaapian. jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81
yang mengakibatkan kerugian harta benda, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Apabila tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat pertama mengakibatkan orang luka
berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda
paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan dalam hal
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat pertama mengakibatkan
matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).®

82 pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang perkeretaapian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari paparan data yang telah penulis sajikan, terdapat beberapa point
penting yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan tentang ‘Pertanggung
Jawaban Pidana Atas Kelalaian Penjaga Palang Pintu Kereta Api Yang
Mengakibatkan Korban Meninggal Akibat Kecelakaan Menurut Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian” diantaranya adalah:
1. Tugas pokok dari penjaga palang pintu KA tercantum dalam Peraturan
Menteri No 19 Tahun 2011 reglement 12 BAB Il yaitu : a) datang 15
menit sebelum pergantian dinas b) mengisi buku serah terima dinas, c)
memperhatikan daftar perjalanan KA, d) bersiap untuk menutup palang
pintu 15 menit sebelum Ka lewat, €) memperhatikan genta suara untuk
memastika lewatnya KA, f) memperhatikan isyarat yang diperlihatkan dari
KA saaat lewat, g) menjaga dan merawat sarana prasarana gardu dan
lintasan kereta api, h) membersihkan lintasan kereta sejauh 100-200 meter,
i) melapor jika ada kerusakan kepada pimpinan, j) laporan harus disertai
dengan bukti. k) dilarang untuk membuka palang pintu sebelum KA lewat,
I) menyalakan lampu handsein dan senter saat dinas malam, m) dilarang
keras untuk meninggalkan gardu tanpa seizin atasan, n) memasang tanda
jika terdapat kemacetan 3500 m sebelum kereta lewat.
2. Penjaga palang pintu KA dapat dimintai tanggungjawab pidana jika secara

terbukti melakukan hal-hal berikut:1) Terdapat perbuatan sesuai dengan
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rumusan delik pidana.2) dapat diminta pertanggungjawaban, 3) Perilaku
tersebut dapat diancam dengan pidana. kejahatan, 4) Terdapat kesalahan
baik sengaja atau lalai5) Tidak terdapat alasan pembenaran dari
perbuatannya 6) Tidak melaksanakan prosedur dan arahan Pimpinan
Stasiun Kereta Api Terdekat (PPKA) untuk menutup palang
pintu.Penerapan prosedur sanksi pidana untuk kasus kecelakaan antara KA
dan pengguna jalan lain terhadap PT KAI harus menyertakan pihak dari
PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) atau dari pihak POLSUSKA (Polisi
Khusus Kereta) sebagai pihak yang berhak untuk melakukan penyidikan
terhadap perkara tersebut dan nanti saling berkoordinasi dengan aparatur
kepolisian dan harus sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian yang mengacu dengan asas hokum yang bersifat spesifik
mengesampingkan hokum yang bersifat general.
B. Saran

1. Perlu adanya ketegasan dari pemerintah untuk menegakkan hokum bagi
Lembaga atau petugas yang melakukan kesalahan sehingga menyebakan
kecelakaan dan kerugian baik materil maupun imateril.

2. Peningkatan sarana serta segala infrastukutr yang berkaitan dengan
perkeretaapian terutama yang berkaitan erat dengan keamanan pengguna
moda tranportasi KA dan pengendara lain

3. Peningkatan Kualitas bagi Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk
mengoperasikan sarana dan prasarana perkeretaapian agar meminimalisir

adanya human error yang dapat merugikan banyak pihak.
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4. Peningkatan kewasapadaan dan pemahaman untuk mematuhi pertauran

bagi para pengguna jalan terutama ketika mendekati perlintasan KA
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Menimbang

Mengingat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2007
TENTANG
PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa transportasi mempunyai peranan penting dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah
dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara, serta
memperkukuh ketahanan nasional dalam usaha mencapai
tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi
dalam sistem transportasi nasional yang mempunyai
karakteristik pengangkutan secara massal dan keunggulan
tersendiri, yang tidak dapat dipisahkan dari moda
transportasi lain, perlu dikembangkan potensinya dan
ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah, baik
nasional maupun internasional, untuk menunjang,
mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna
meningkatkan kesejahteraan rakyat;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3479) tidak sesuai lagi dengan kebutuhan
dan perkembangan hukum dalam masyarakat,
perkembangan zaman, serta ilmu pengetahuan dan
teknologi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-
Undang tentang Perkeretaapian;

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . ..
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan :

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKERETAAPIAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri
atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta
norma, Kkriteria, persyaratan, dan prosedur untuk
penyelenggaraan transportasi kereta api.

Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga
gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan
sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang
bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta
api.

Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun
kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api
dapat dioperasikan.

Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian
petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta
api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan
jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.

Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api

yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan
berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.

6. Jalur . ..
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Jalur kereta api khusus adalah jalur kereta api yang
digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu
untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.

Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat
dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di
permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung
beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta

api.

Fasilitas operasi kereta api adalah segala fasilitas yang
diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.

Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat
bergerak di jalan rel.

Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang
khusus didirikan untuk perkeretaapian.

Fasilitas penunjang kereta api adalah segala sesuatu yang
melengkapi penyelenggaraan angkutan kereta api yang
dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan
keselamatan bagi pengguna jasa kereta api.

Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan
hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik
untuk angkutan orang maupun barang.

Lalu lintas kereta api adalah gerak sarana perkeretaapian
di jalan rel.

Angkutan kereta api adalah kegiatan pemindahan orang
dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan
menggunakan kereta api.

Awak Sarana Perkeretaapian adalah orang yang
ditugaskan di dalam kereta api oleh Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian selama perjalanan kereta api.

Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak
yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.

Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha
yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.

18. Setiap . ..
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18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

19. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

20. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau
Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

21. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya
di bidang perkeretaapian.

BAB 11
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perkeretaapian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
sistem transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan:

asas manfaat;

asas keadilan;

asas keseimbangan;
asas kepentingan umum;
asas keterpaduan;

asas kemandirian;

asas transparansi;

asas akuntabilitas; dan
asas berkelanjutan.

S@ e a0 o

Pasal 3

Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk
memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara
massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar,
tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan,
pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak
pembangunan nasional.

BAB Il ...
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BAB 1
TATANAN PERKERETAAPIAN

Pasal 4

Kereta api menurut jenisnya terdiri dari:

S@ "o a0 0P

kereta api kecepatan normal;
kereta api kecepatan tinggi;
kereta api monorel;

kereta api motor induksi linear;
kereta api gerak udara;

kereta api levitasi magnetik;
trem; dan

kereta gantung.

Pasal 5

Perkeretaapian menurut fungsinya terdiri dari:
a. perkeretaapian umum; dan
b. perkeretaapian khusus.

Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari:

a. perkeretaapian perkotaan; dan

b. perkeretaapian antarkota.

Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b hanya digunakan secara khusus oleh badan
usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan
usaha tersebut.

Pasal 6

Tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a. perkeretaapian nasional;

b. perkeretaapian provinsi; dan

c. perkeretaapian kabupaten/kota.

Tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan satu Kkesatuan sistem
perkeretaapian yang disebut tatanan perkeretaapian
nasional.

(3) Sistem . ..
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Sistem perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Pasal 7

Untuk mewujudkan tatanan perkeretaapian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan rencana
induk perkeretaapian.

Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari:

a. rencana induk perkeretaapian nasional;

b. rencana induk perkeretaapian provinsi; dan

c. rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota.

Pasal 8

Rencana induk perkeretaapian nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a disusun dengan
memperhatikan:

a. rencana tata ruang wilayah nasional; dan

b. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya.

Rencana induk perkeretaapian nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
mempertimbangkan kebutuhan angkutan perkeretaapian
pada tataran transportasi nasional.

Rencana induk perkeretaapian nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian nasional
dalam keseluruhan moda transportasi;

b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang
menurut asal tujuan perjalanan;

C. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian
nasional,

d rencana kebutuhan sarana perkeretaapian nasional;
dan

e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Pasal 9
Rencana induk perkeretaapian provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b disusun dengan

memperhatikan:

a. rencana ...
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rencana tata ruang wilayah nasional,

rencana tata ruang wilayah provinsi;

rencana induk perkeretaapian nasional; dan

rencana induk jaringan moda transportasi lainnya
pada tataran provinsi.

cooTp

Rencana induk perkeretaapian provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
mempertimbangkan kebutuhan angkutan perkeretaapian
pada tataran transportasi provinsi.

Rencana induk perkeretaapian provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memuat:

a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian provinsi
dalam keseluruhan moda transportasi;

b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang
menurut asal tujuan perjalanan pada tataran provinsi;

c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian provinsi;

d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian provinsi;
dan

e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Pasal 10

Rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c

disusun dengan memperhatikan:

a. rencana tata ruang wilayah nasional;

b. rencana tata ruang wilayah provinsi;

Cc. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana
tata ruang wilayah kota;

d. rencana induk perkeretaapian provinsi; dan

e. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya
pada tataran kabupaten/kota.

Rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
mempertimbangkan kebutuhan angkutan perkeretaapian
pada tataran transportasi kabupaten/kota.

Rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah
memuat:

a.arah ...
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a. arah kebijakan  dan peranan perkeretaapian
kabupaten/kota dalam keseluruhan moda
transportasi;

b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang
menurut asal tujuan perjalanan pada tataran

kabupaten/kota;

C. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian
kabupaten/kota;

d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian

kabupaten/kota; dan
e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Pasal 11

Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh:

a. Pemerintah untuk rencana induk perkeretaapian nasional;

b. pemerintah provinsi untuk rencana induk perkeretaapian
provinsi; dan

c. pemerintah kabupaten/kota untuk rencana induk
perkeretaapian kabupaten/kota.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kereta api dan
penyusunan rencana induk perkeretaapian diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 13

(1) Perkeretaapian dikuasai oleh Negara dan pembinaannya
dilakukan oleh Pemerintah.

(2) Pembinaan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. pengaturan;
b. pengendalian; dan
C. pengawasan.

(3) Arah . ..
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Arah pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk memperlancar perpindahan orang
dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman,
nyaman, cepat, tepat, tertib, dan teratur, serta efisien.

Sasaran pembinaan perkeretaapian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang
pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan
penggerak pembangunan nasional.

Pasal 14

Pembinaan perkeretaapian nasional dilaksanakan oleh

Pemerintah yang meliputi:

a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan
perkeretaapian nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota;

b. penetapan, pedoman, standar, serta prosedur
penyelenggaraan dan pengembangan perkeretaapian;

c. penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan
fungsi di bidang perkeretaapian;

d. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan
teknis kepada Pemerintah Daerah, penyelenggara dan
pengguna jasa perkeretaapian; dan

e. pengawasan terhadap perwujudan pengembangan
sistem perkeretaapian.

Pembinaan perkeretaapian provinsi dilaksanakan oleh

pemerintah provinsi yang meliputi:

a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan
perkeretaapian provinsi, dan kabupaten/kota;

b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan
teknis kepada kabupaten/kota, penyelenggara dan
pengguna jasa perkeretaapian; dan

c. pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian
provinsi.

Pembinaan perkeretaapian kabupaten/kota dilaksanakan

oleh pemerintah kabupaten/kota yang meliputi:

a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan
perkeretaapian kabupaten/kota;

b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan
teknis kepada penyelenggara dan pengguna jasa
perkeretaapian; dan

c. pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian
kabupaten/kota.

Pasal 15 ...
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Pasal 15

Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14, Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus
mengintegrasikan perkeretaapian dengan moda transportasi
lainnya.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan perkeretaapian
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berupa
penyelenggaraan:

a. prasarana perkeretaapian; dan/atau
b. sarana perkeretaapian.

(2) Penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berupa
penyelenggaraan:

a. prasarana perkeretaapian; dan
b. sarana perkeretaapian.

Pasal 18

Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum meliputi
kegiatan :

a. pembangunan prasarana,

b. pengoperasian prasarana;

C. perawatan prasarana; dan

d. pengusahaan prasarana.

Pasal 19

Pembangunan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 huruf a wajib:

a. berpedoman pada ketentuan rencana induk
perkeretaapian; dan

b. memenuhi persyaratan teknis prasarana perkeretaapian.

Pasal 20 ...
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Pasal 20

Pengoperasian prasarana perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf b wajib memenuhi standar
kelaikan operasi prasarana perkeretaapian.

Pasal 21

Perawatan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf c wajib:

a. memenuhi standar perawatan prasarana perkeretaapian;
dan

b. dilakukan oleh tenaga yang memenuhi persyaratan dan
kualifikasi keahlian di bidang prasarana perkeretaapian.

Pasal 22

Pengusahaan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf d wajib dilakukan berdasarkan
norma, standar, dan Kkriteria perkeretaapian.

Pasal 23

(1) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh
Badan Usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-
sendiri maupun melalui kerja sama.

(2) Dalam hal tidak ada Badan Usaha yang menyelenggarakan
prasarana perkeretaapian umum, Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan prasarana
perkeretaapian.

Pasal 24

(1) Badan Usaha vyang menyelenggarakan prasarana
perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (1) wajib memiliki:
a. lizin usaha;
b. izin pembangunan; dan
C. izin operasi.

(2) lIzin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diterbitkan oleh pemerintah.

(3) Izin . ..
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(3) Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan
setelah dipenuhinya persyaratan teknis prasarana
perkeretaapian.

(4) lzin operasi prasarana perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan setelah
dipenuhinya persyaratan kelaikan operasi prasarana
perkeretaapian.

(5) lIzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf c diberikan oleh :

a. Pemerintah untuk penyelenggaraan prasarana
perkeretaapian umum Yyang jaringan jalurnya
melintasi batas wilayah provinsi;

b. pemerintah provinsi untuk penyelenggaraan prasarana
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi
batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi
setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah; dan

c. pemerintah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam

wilayah kabupaten/kota setelah mendapat
rekomendasi pemerintah provinsi dan persetujuan
Pemerintah.

Pasal 25

Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

a. pengadaan sarana;

b pengoperasian sarana,;
c. perawatan sarana; dan
d pengusahaan sarana.

Pasal 26
Pengadaan sarana perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf a wajib memenuhi persyaratan
teknis sarana perkeretaapian.

Pasal 27
Pengoperasian sarana perkeretaapian umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 huruf b wajib memenuhi standar
kelaikan operasi sarana perkeretaapian.

Pasal 28 ...
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Pasal 28

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan
sarana perkeretaapian tidak memenuhi standar kelaikan
operasi sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis,
pembekuan izin, dan pencabutan izin operasi.

Pasal 29

Perawatan sarana perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf ¢ wajib:

a. memenuhi standar perawatan sarana perkeretaapian; dan

b. dilakukan oleh tenaga yang memenuhi persyaratan dan
kualifikasi keahlian di bidang sarana perkeretaapian.

Pasal 30

Pengusahaan sarana perkeretaapian umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf d wajib dilakukan berdasarkan
norma, standar, dan Kriteria sarana perkeretaapian.

Pasal 31

(1) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh
Badan Usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-
sendiri maupun melalui kerja sama.

(2) Dalam hal tidak ada badan usaha yang menyelenggarakan
sarana  perkeretaapian umum, Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sarana
perkeretaapian.

Pasal 32

(1) Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana
perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 wajib memiliki:
a. lizin usaha; dan
b. izin operasi.

(2) lIzin usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan
oleh Pemerintah.

(3) Izin . ..
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Izin operasi sarana perkeretaapian umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh:

a. Pemerintah untuk pengoperasian sarana
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi
batas wilayah provinsi dan batas wilayah negara;

b. pemerintah provinsi untuk pengoperasian sarana
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi
batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
dan

c. pemerintah kabupaten/kota untuk pengoperasian
sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya
dalam wilayah kabupaten/kota;

Pasal 33

Penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan oleh badan
usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya.

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memiliki:

a. lIzin pengadaan atau pembangunan; dan

b. izin operasi.

Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib memenuhi persyaratan teknis prasarana dan
sarana perkeretaapian.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh :

a. Pemerintah untuk penyelenggaraan perkeretaapian
khusus yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah
provinsi dan batas wilayah negara;

b. pemerintah provinsi untuk penyelenggaraan
perkeretaapian khusus vyang jaringan jalurnya
melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu
provinsi setelah mendapat persetujuan dari
Pemerintah; dan

c. pemerintah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan
perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam

wilayah kabupaten/kota setelah mendapat
rekomendasi pemerintah provinsi dan persetujuan
Pemerintah.

Pasal 34 ...
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Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
perkeretaapian umum dan penyelenggaraan perkeretaapian
khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PRASARANA PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

Prasarana  perkeretaapian umum dan perkeretaapian
khusus meliputi :

a. jalur kereta api;

b. stasiun kereta api; dan

c. fasilitas operasi kereta api.

Jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api.

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berfungsi sebagai tempat kereta api berangkat
atau berhenti untuk melayani :

a. naik turun penumpang;

b. bongkar muat barang; dan/atau

c. keperluan operasi kereta api.

Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ merupakan peralatan untuk
pengoperasian perjalanan kereta api.

Bagian Kedua
Jalur Kereta Api

Pasal 36

Jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
huruf a meliputi:

a.
b.
C.

ruang manfaat jalur kereta api;
ruang milik jalur kereta api; dan
ruang pengawasan jalur kereta api.

Pasal 37 ...
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Pasal 37

(1) Ruang manfaat jalur kereta api sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 huruf a terdiri dari jalan rel dan bidang
tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di Kkiri,
kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi
jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta
bangunan pelengkap lainnya.

(2) Jalan rel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berada:
a. pada permukaan tanah;
b. di bawah permukaan tanah; dan
c. di atas permukaan tanah.

Pasal 38

Ruang manfaat jalur kereta api diperuntukkan bagi
pengoperasian kereta api dan merupakan daerah yang tertutup
untuk umum.

Pasal 39

(1) Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada
permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (2) huruf a diukur dari sisi terluar jalan rel beserta
bidang tanah di kiri dan kanannya yang digunakan untuk
konstruksi jalan rel termasuk bidang tanah untuk
penempatan fasilitas operasi kereta api dan bangunan
pelengkap lainnya.

(2) Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada
permukaan tanah yang masuk terowongan diukur dari sisi
terluar konstruksi terowongan.

(3) Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel pada
permukaan tanah yang berada di jembatan diukur dari
sisi terluar konstruksi jembatan.

Pasal 40

Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel di bawah
permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(2) huruf b diukur dari sisi terluar konstruksi bangunan jalan
rel di bawah permukaan tanah termasuk fasilitas operasi
kereta api.

Pasal 41 ...
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Pasal 41

Batas ruang manfaat jalur kereta api untuk jalan rel di atas
permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(2) huruf ¢ diukur dari sisi terluar dari konstruksi jalan rel atau
sisi terluar yang digunakan untuk fasilitas operasi kereta api.

Pasal 42

(1) Rwuang milik jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 huruf b adalah bidang tanah di kiri dan di kanan
ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk
pengamanan konstruksi jalan rel.

(2) Ruang milik jalur kereta api di luar ruang manfaat jalur
kereta api dapat digunakan untuk keperluan lain atas izin
dari pemilik jalur dengan ketentuan tidak membahayakan
konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api.

Pasal 43

(1) Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang
terletak pada permukaan tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a diukur dari batas paling
luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api.

(2) Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang
terletak di bawah permukaan tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b diukur dari
batas paling luar sisi kiri dan kanan serta bagian bawah
dan atas ruang manfaat jalur kereta api.

(3) Batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang
terletak di atas permukaan tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (2) huruf ¢ diukur dari batas paling
luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api.

Pasal 44
Ruang pengawasan jalur kereta api sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 huruf c adalah bidang tanah atau bidang lain di

kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api untuk
pengamanan dan kelancaran operasi kereta api.

Pasal 45 ...
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Pasal 45

Batas ruang pengawasan jalur kereta api untuk jalan rel yang
terletak pada permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (2) huruf a diukur dari batas paling luar sisi kiri
dan kanan daerah milik jalan kereta api.

Pasal 46

Tanah yang terletak di ruang milik jalur kereta api dan
ruang manfaat jalur kereta api disertifikatkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Tanah di ruang pengawasan jalur kereta api dapat
dimanfaatkan untuk kegiatan lain dengan ketentuan tidak
membahayakan operasi kereta api.

Pasal 47

Penyelenggara prasarana perkeretaapian harus memasang
tanda batas daerah manfaat jalur kereta api.

Pasal 48

Untuk keperluan pengoperasian dan perawatan, jalur
kereta api umum dikelompokkan dalam beberapa kelas.

Pengelompokan kelas jalur kereta api umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:

a. kecepatan maksimum yang diizinkan;

b. beban gandar maksimum yang diizinkan; dan

c. frekuensi lalu lintas kereta api.

Pasal 49

Jalur kereta api untuk perkeretaapian umum membentuk
satu kesatuan jaringan jalur kereta api.

Jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:

a. jaringan jalur kereta api nasional yang ditetapkan
dalam rencana induk perkeretaapian nasional,;

b. jaringan jalur kereta api provinsi yang ditetapkan
dalam rencana induk perkeretaapian provinsi; dan

C. jaringan . . .
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c. jaringan jalur kereta api kabupaten/kota yang
ditetapkan dalam rencana induk perkeretaapian
kabupaten/kota.

Pasal 50

Jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 vyang diselenggarakan oleh beberapa
penyelenggara prasarana perkeretaapian dapat saling
bersambungan, bersinggungan, atau terpisah.

Pembangunan dan pengoperasian jalur kereta api yang
bersambungan atau bersinggungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas dasar kerja sama
antarpenyelenggara prasarana perkeretaapian.

Dalam hal penyelenggaraan jalur kereta api sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh pihak Ilain,
penyelenggaraannya harus dilakukan atas dasar kerja
sama antara penyelenggara prasarana dan pihak lain
tersebut.

Satu jalur kereta api untuk perkeretaapian umum dapat
digunakan oleh beberapa  penyelenggara sarana
perkeretaapian.

Pasal 51

Jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi satu
provinsi ditetapkan oleh Pemerintah.

Jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu)
wilayah kabupaten/kota dalam provinsi ditetapkan oleh
pemerintah provinsi.
Jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam wilayah
kabupaten/kota ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/
kota.

Pasal 52

Jalur kereta api khusus dapat disambungkan pada
jaringan jalur kereta api umum.

Jalur kereta api khusus dapat disambungkan pada
jaringan jalur kereta api khusus lainnya.

(3) Penyambungan . ..
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(3) Penyambungan jalur kereta api khusus pada jaringan jalur
kereta api umum dan jalur kereta api khusus dengan
jaringan jalur kereta api khusus lainnya harus mendapat
izin dari pemerintah sesuai dengan tingkat
kewenangannya.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur kereta api diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Stasiun Kereta Api

Pasal 54

(1) Stasiun kereta api untuk keperluan naik turun
penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(3) huruf a paling rendah dilengkapi dengan fasilitas:

keselamatan;

keamanan;

kenyamanan;

naik turun penumpang;

penyandang cacat;

kesehatan; dan

fasilitas umum.

Q@reoeop

(2) Stasiun kereta api untuk keperluan bongkar muat barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b
dilengkapi dengan fasilitas:

a. keselamatan;

b. keamanan;

c. bongkar muat barang; dan
d. fasilitas umum.

(3) Untuk kepentingan bongkar muat barang di luar stasiun
dapat dibangun jalan rel yang menghubungkan antara
stasiun dan tempat bongkar muat barang.

(4) Stasiun kereta api untuk keperluan pengoperasian kereta
api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c
harus dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
kepentingan pengoperasian kereta api.

Pasal 55 ...
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